Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER- 21/BC/2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tentang
Registrasi Kepabeanan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan
pengguna jasa kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk
mendapatkan nomor identitas kepabeanan.

3. Pengguna Jasa adalah Importir, Eksportir, Pengusaha Pengurusan Jasa
Kepabeanan, Pengangkut dan pengguna jasa kepabeanan lainnya yang
akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean ke Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.

4. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang
melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

5. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang
melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
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Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat
dengan PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa
Importir atau Eksportir.

Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab
atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang
dan/atau orang.

Ahli Kepabeanan adalah orang yang memiliki pengetahuan dan
pemahaman tentang kepabeanan dan memiliki Sertifikat Ahli
Kepabeanan yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan, Kementerian Keuangan.

Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan adalah sistem aplikasi
komputer yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
untuk pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.

Nomor Identitas Kepabeanan yang selanjutnya di sebut NIK adalah
nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai kepada Pengguna Jasa yang telah melakukan
registrasi untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem
kepabeanan yang menggunakan tekhnologi informasi maupun secara
manual.

Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan yang selanjutnya
disebut TTP-RK adalah tanda yang diberikan kepada pengguna jasa
yang menerangkan bahwa dokumen dan/atau data pendukung
registrasi telah diterima Direktur Jenderal secara lengkap dan jelas.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya
disebut Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah
dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Direktur adalah Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas
tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Unit Pengawasan adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai yang melakukan kegiatan pengawasan.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan
Undang-Undang Kepabeanan.

BABII
PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN

Pasal 2

Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, Pengguna Jasa
wajib melakukan Registrasi Kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.

Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mengajukan permohonan registrasi secara elektronik melalui
laman  (website) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di
http./fwww.beacukai.go.id.
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(3) Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan mengajukan permohonan registrasi secara manual ke
Kantor Pabean yang ditetapkan untuk melayani registrasi secara
manual, dalam hal Eksportir tidak dapat mengajukan permohonan
melalui media elektronik.

Pasal 3

(1) Permohonan Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir isian Registrasi
Kepabeanan sesuai kegiatan usaha yang dilakukan dan mengirimkan
formulir tersebut ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

(2) Pengguna Jasa kepabeanan dapat mengajukan 1 (satu) permohonan
Registrasi Kepabeanan untuk Ilebih dari 1 (satu) jenis kegiatan
kepabeanan.

(3) Formulir isian Registrasi Kepabeanan sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

(1) Sebelum mengisi formulir isian Registrasi Kepabeanan, Pengguna Jasa
harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran User ID untuk
mendapatkan User ID dan Password.

(2) User ID dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan
dikirim ke Pengguna Jasa melalui surat elektronik (e-mail) yang
dicantumkan pada saat pendaftaran User ID.

(3) User ID dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk masuk (login) ke Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Pasal 5

(1) Importir, Eksportir, dan Pengangkut yang telah mengisi dan
mengirimkan formulir isian Registrasi Kepabeanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) akan menerima bukti pengiriman
isian Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

(2) Bukti pengiriman isian Registrasi Kepabeanan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

(1) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Importir, permohonan
registrasi harus disertai dengan penyerahan salinan dokumen:

1. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan
3. Angka Pengenal Impor (API).

(2) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Eksportir,
permohonan registrasi harus disertai dengan penyerahan salinan
dokumen:

1. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;

2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan
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3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).

Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Pengangkut,
permohonan registrasi harus disertai dengan penyerahan salinan
dokumen:

1. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan

3. Surat fjin terkait kegiatan usaha pengangkutan darat atau laut atau
udara.

Pasal 7

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus diterima
Pejabat Bea dan Cukai paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal
bukti pengiriman isian Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1).

Penyerahan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
dapat disampaikan melalui:

a. kiriman pos;
b. jasa titipan;

c. surat elektronik (e-mail);
d. faksimili; atau

e. penyerahan langsung.

Pasal 8

Atas permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1), Direktur menerbitkan TTP-RK dalam hal:

a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah diterima
secara lengkap dan jelas dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); atau

b. PPJK telah mengisi dan mengirimkan formulir isian Registrasi
Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah
diterima lengkap dan jelas sebelum pengiriman formulir isian
Registrasi Kepabeanan, Direktur menerbitkan TTP-RK setelah
menerima formulir isian Registrasi Kepabeanan.

TTP-RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)
disampaikan kepada Pengguna Jasa melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

TTP-RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Lampiran Il yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal
ini.

Pasal 9

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1), dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
tidak diterima secara lengkap dan jelas, permohonan Registrasi
Kepabeanan tidak dapat diproses dan Pengguna Jasa akan menerima
tanda pengembalian permohonan Registrasi Kepabeanan melalui
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.



-5-

(2) Tanda  pengembalian permohonan  Registrasi = Kepabeanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran IV
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

Terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan yang tidak dapat diproses
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pengguna Jasa dapat
mengajukan permohonan kembali dengan mengirimkan formulir isian
Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BABIII
REGISTRASI KEPABEANAN SECARA MANUAL
Pasal 11

(1) Kantor Pabean sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.

(2) Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mengisi dan
menyerahkan formulir isian Registrasi Kepabeanan beserta dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ke Kantor Pabean.

Pasal 12

(1) Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),
menerima permohonan registrasi kepabeanan yang diajukan Eksportir
secara manual dan menerbitkan tanda terima berkas Registrasi
Kepabeanan.

(2) Tanda terima berkas Registrasi Kepabeanan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran V yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3) Kepala Kantor Pabean meneruskan permohonan Registrasi
Kepabeanan yang diajukan Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dan mengirimkan
dokumen kepada Direktur paling lama 1 (satu) hari kerja setelah
tanggal tanda terima berkas registrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).
Pasal 13

Terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan yang diteruskan Kepala
Kantor Pabean sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3),
Direktur menerbitkan TTP-RK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal tanda terima berkas
Registrasi Kepabeanan.

Pasal 14

(1) TTP-RK yang diterbitkan atas permohonan Registrasi Kepabeanan
yang diajukan secara manual diberitahukan ke Kepala Kantor Pabean
melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

(2) Kepala Kantor Pabean menyampaikan hasil cetak TTP-RK dari Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan kepada Eksportir yang mengajukan
permohonan registrasi secara manual.

(3) Tata kerja Registrasi Kepabeanan secara manual ditetapkan dalam
Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal
ini.



BABIV
PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENILAIAN DATA REGISTRASI
Pasal 15

(1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian administrasi atas
permohonan Registrasi Kepabeanan yang diajukan Pengguna Jasa.

(2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk meneliti kesesuaian data-data yang berkaitan dengan :

a. eksistensi Pengguna Jasa;
b. identitas pengurus dan penanggung jawab; dan
c. data keuangan perusahaan.

(3) Terhadap Registrasi Kepabeanan yang diajukan PPJK, selain penelitian
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan juga
penelitian terhadap Ahli Kepabeanan yang dimiliki.

(4) Terhadap Registrasi Kepabeanan yang diajukan Pengangkut, selain
penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan juga penelitian terhadap data khusus pengangkut yang
diberitahukan.

Pasal 16

Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan
dengan menganalisis dan membandingkan data formulir isian Registrasi
Kepabeanan dengan:

1. data referensi yang diterbitkan instansi terkait; dan/atau

2. dokumen dan/atau data pendukung yang diserahkan Pengguna Jasa.

Pasal 17

(1) Untuk keperluan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta dokumen
tambahan kepada Pengguna Jasa.

(2) Permintaan dokumen tambahan dilakukan melalui permintaan
dokumen tambahan Registrasi Kepabeanan yang dikirim kepada
Pengguna Jasa melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

(3) Dokumen tambahan harus diterima Direktur selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal permintaan dokumen tambahan
Registrasi Kepabeanan.

(4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
diterima dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, Direktur
memutuskan berdasarkan data yang ada.

(5) Permintaan dokumen tambahan Registrasi Kepabeanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menggunakan format yang ditetapkan dalam
Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal
ini.

Pasal 18

(1) Terhadap formulir isian Registrasi Kepabeanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan penilaian sesuai dengan
standar penilaian isian Registrasi Kepabeanan.

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai dasar untuk penyusunan profil Pengguna Jasa.
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(3) Standar penilaian isian Registrasi Kepabeanan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran VIII yang tidak
terpisahkan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 19

Tata kerja Registrasi Kepabeanan secara dalam jaringan (online) ditetapkan
dalam Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

BABV
KEPUTUSAN REGISTRASI

Pasal 20

Direktur menerima atau menolak permohonan Registrasi Kepabeanan
yang diajukan Pengguna Jasa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
kerja sejak tanggal TTP-RK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),
Pasal 8 ayat (2), atau Pasal 13.

Pasal 21

(1) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan yang diajukan
Pengguna Jasa diterima, Direktur atas nama Direktur Jenderal
menerbitkan NIK.

(2) NIK disampaikan kepada Pengguna Jasa melalui Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan dan/atau kiriman pos.

(3) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan diajukan secara manual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diterima, NIK
disampaikan ke Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dan diteruskan
kepada Eksportir yang mengajukan permohonan.

(4) Dalam hal Pengguna Jasa mengajukan permohonan Registrasi
Kepabeanan lebih dari satu jenis kegiatan kepabeanan, Direktur
menerbitkan satu NIK.

(5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan untuk kegiatan
kepabeanan yang disetujui.

(6) Bentuk dan format lembar NIK ditetapkan dalam Lampiran X yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 22

(1) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan yang diajukan
Pengguna Jasa ditolak, Direktur memberitahukan penolakan dengan
disertai alasan penolakan melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

(2) Terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan yang ditolak,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa dapat
mengajukan permohonan kembali dengan mengisi dan mengirimkan
formulir isian Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1).

(3) Penolakan terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan yang
diajukan secara manual, dilakukan melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan yang ditujukan kepada Kantor Pabean setempat dan
diteruskan kepada Eksportir yang mengajukan permohonan.

(4) Terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan yang ditolak,
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Eksportir dapat mengajukan
permohonan kembeali.
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(5) Bentuk dan format surat penolakan permohonan Registrasi
Kepabeanan ditetapkan dalam Lampiran XI yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 23

(1) NIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) digunakan sebagai
identitas dalam rangka akses kepabeanan.

(2) Penyalahgunaan NIK oleh pihak lain merupakan tanggung jawab
Pengguna Jasa yang memiliki NIK.

BAB VI
PERUBAHAN DATA REGISTRASI

Pasal 24
(1) Setiap perubahan data Registrasi Kepabeanan yang terkait dengan:

a. eksistensi pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15
ayat (2) huruf a; dan/atau

b. identitas pengurus dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud
dalam pasal 15 ayat (2) huruf b,

wajib diberitahukan oleh Pengguna Jasa yang telah mendapat NIK
kepada Direktur melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

(2) Selain kewajiban memberitahukan perubahan data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat perubahan data
mengenai Ahli Kepabeanan, PPJK wajib memberitahukan perubahan
data mengenai Ahli Kepabeanan tersebut kepada Direktur.

(3) Selain kewajiban memberitahukan perubahan data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat perubahan data
mengenai sarana pengangkut, Pengangkut wajib memberitahukan
perubahan data terkait sarana pengangkut kepada Direktur.

(4) Pengguna Jasa yang telah mendapat NIK dapat memberitahukan
perubahan data Registrasi Kepabeanan selain yang dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 25

Pengguna Jasa yang telah mengirimkan pemberitahuan perubahan data
Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 akan
menerima bukti pengiriman isian Registrasi Kepabeanan melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Pasal 26

(1) Terhadap pemberitahuan perubahan data yang disampaikan,
Pengguna Jasa harus menyerahkan data dan/atau dokumen terkait
data registrasi yang berubah sesuai dengan bukti pengiriman isian
Registrasi Kepabeanan.

(2) Dokumen dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
diterima Direktur atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal bukti pengiriman isian
Registrasi Kepabeanan.

Pasal 27

(1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian administrasi atas
pemberitahuan perubahan data yang diajukan Pengguna Jasa.
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(2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menganalisis dan membandingkan data isian
Registrasi Kepabeanan dengan dokumen dan/atau data yang
diserahkan Pengguna Jasa.

Pasal 28

Terhadap pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 Direktur atas nama Direktur Jenderal memberikan persetujuan
atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak diterimanya permohonan perubahan data secara
lengkap dan jelas.

Pasal 29

(1) Dalam hal pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 disetujui, Direktur atas nama Direktur Jenderal
menerbitkan:

a. NIK yang baru apabila perubahan data yang disetujui terkait data
registrasi yang tercantum di NIK; atau

b. pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan apabila
perubahan data yang disetujui tidak terkait data registrasi yang
tercantum di NIK.

(2) NIK yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau
pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b disampaikan kepada Pengguna Jasa melalui Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan dan kiriman pos.

(3) Surat pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan format
yang ditetapkan dalam Lampiran XII yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 30

(1) Dalam hal pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ditolak, Direktur atas nama Direktur Jenderal
memberitahukan penolakan melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

(2) Dalam hal pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditolak, Pengguna Jasa
wajib mengajukan kembali permohonan perubahan data ulang paling
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan perubahan
data ditolak.

(3) Pengguna Jasa yang tidak mengajukan kembali permohonan
perubahan data ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap
tidak memberitahukan perubahan data.

Pasal 31

(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan perubahan data Registrasi
Kepabeanan tanpa melalui permohonan pemilik NIK selain data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

(2) Perubahan data yang dilakukan tanpa melalui permohonan pemilik
NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan data
yang bersumber dari unit internal di lingkungan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai atau dari instansi terkait lainnya.
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Hasil perubahan data Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberitahukan kepada Pengguna Jasa melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan dan kiriman pos.

Dalam hal data yang bersumber dari unit internal di lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau dari instansi terkait
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), terkait perubahan data
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan kepada Pengguna
Jasa untuk mengajukan permohonan perubahan data Registrasi
Kepabeanan.

Pasal 32

Tata Kerja perubahan data Registrasi Kepabeanan secara dalam jaringan
(online) ditetapkan dalam Lampiran XIII yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

(2)

Pasal 33

Terhadap Eksportir yang berada di bawah pengawasan Kantor Pabean
dan tidak dapat mengakses laman (website) Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, mengajukan pemberitahuan perubahan data Registrasi
Kepabeanan secara manual melalui Kantor Pabean yang ditetapkan
untuk melayani registrasi secara manual.

Tata kerja perubahan Data Registrasi Kepabeanan secara manual
ditetapkan dalam Lampiran XIV yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

BAB VII

PEMBLOKIRAN DAN PENCABUTAN NIK
Pasal 34

NIK yang dimiliki oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1) diblokir oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan atas
nama Direktur Jenderal dalam hal:

a. Pengguna Jasa tidak melakukan kegiatan kepabeanan dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut;

b. Pengguna Jasa tidak memberitahukan perubahan data registrasi
terkait dengan perubahan:

1) eksistensi Pengguna Jasa dan identitas pengurus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);

2) Ahli Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(2); dan/atau

3) data mengenai sarana pengangkut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (3)

¢. Pengguna Jasa sedang menjalani proses penyidikan atas suatu
dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan;

d. Angka Pengenal Impor yang dimiliki Importir telah habis masa
berlakunya;

e. Nomor Pokok PPJK yang dimiliki PPJK telah habis masa berlakunya;

f. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau surat izin usaha
lain sebagai Pengangkut telah habis masa berlakunya.
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(2) Selain berlaku ketentuan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), NIK yang dimiliki oleh PPJK diblokir dalam hal:

a. PPJK tidak lagi memiliki jaminan yang cukup karena adanya
pencairan jaminan yang menjadi tanggung jawab dari PPJK atas
kekurangan pembayaran bea masuk; dan/atau

b. PPJK tidak lagi memiliki pegawai yang mempunyai Sertifikat Ahli
Kepabeanan.

Pasal 35

(1) Pembukaan NIK yang diblokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
dilakukan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan atas nama
Direktur Jenderal dalam hal:

a. Pengguna Jasa dapat membuktikan telah melakukan kegiatan
kepabeanan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (1) huruf a;

b. Pengguna Jasa telah menyampaikan perubahan data Registrasi
Kepabeanan dan atas perubahan data tersebut telah disetujui oleh
Direktur atas nama Direktur Jenderal;

c. Pengguna Jasa telah selesai menjalani proses penyidikan atas suatu
dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan yang
berkaitan dengan jasa kepabeanan yang dilakukannya dan telah
dinyatakan terbukti tidak bersalah;

d. Angka Pengenal Impor yang dimiliki Importir telah diperpanjang
masa berlakunya;

e. Nomor Pokok PPJK yang dimiliki PPJK telah diperpanjang masa
berlakunya;

f. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau surat izin usaha
lain sebagai Pengangkut telah diperpanjang masa berlakunya.

(2) Selain berlaku ketentuan pembukaan NIK yang diblokir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), NIK yang dimiliki oleh PPJK dapat dibuka
blokirnya dalam hal:

a. PPJK telah memiliki  jaminan sesuai yang dipersyaratkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. PPJK telah memiliki pegawai yang mempunyai Sertifikat Ahli
Kepabeanan.

(3) Untuk membuka NIK yang diblokir, Pengguna Jasa harus mengajukan
permohonan pembukaan NIK yang diblokir kepada Direktur
Penindakan dan Penyidikan.

(4) Terhadap NIK yang diblokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
huruf b, d, e dan/atau f, Pengguna Jasa mengajukan permohonan
pembukaan NIK yang diblokir kepada Direktur Penindakan dan
Penyidikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak pemblokiran.

Pasal 36

(1) Pemblokiran NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
huruf a, huruf b angka 2, huruf b angka 3, huruf d, huruf e, huruf f,
dan Pasal 34 ayat (2) untuk satu jenis kegiatan kepabeanan tidak serta
merta berlaku untuk jenis kegiatan kepabeanan yang lain.
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(2) Pemblokiran NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
huruf b angka 1 dan huruf ¢, berlaku untuk seluruh jenis kegiatan
kepabeanan.

Pasal 37

(1) NIK yang dimiliki Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (1) dicabut dalam hal:

a. Pengguna Jasa terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana
menurut peraturan perundang-undangan tentang kepabeanan,
cukai dan/atau perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat
pemblokiran berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e dan/atau huruf f,
Pengguna Jasa tidak mengajukan permohonan pembukaan NIK
yang diblokir;

c. Angka Pengenal Impor yang dimiliki Importir dicabut dan tidak
memiliki Angka PI pengganti;

d. Nomor Pokok PPJK yang dimiliki PPJK telah dicabut;

e. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau surat izin usaha
lain sebagai Pengangkut telah dicabut;

f. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau

g. Pengguna Jasa mengajukan permohonan pencabutan.

(2) Tindakan pencabutan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan kepada Pengguna Jasa melalui Surat Pencabutan NIK
ditetapkan dalam Lampiran XV yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Pasal 38

(1) Pencabutan NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf
b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf g, untuk satu jenis kegiatan
kepabeanan tidak serta merta berlaku untuk jenis kegiatan
kepabeanan yang lain.

(2) Pencabutan NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf
a dan huruf f, berlaku untuk seluruh jenis kegiatan kepabeanan.

(3) Dalam hal pencabutan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pejabat Bea dan Cukai akan melakukan penyesuaian penomoran NIK.

BAB VIII
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN REGISTRASI
Pasal 39

Ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan Registrasi Kepabeanan
bagi Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Importir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dikecualikan dalam hal Importir tersebut
melakukan pemenuhan kewajiban pabean yang berkaitan dengan:

a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas
di Indonesia;

b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang
bertugas di Indonesia;
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c. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas
dan barang kiriman;

d. barang pindahan;

e. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal,
sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana
alam;

f. barang untuk keperluan pemerintah pusat atau pemerintah daerah
yang ditujukan untuk kepentingan umum; dan/atau

g. barang-barang yang mendapat persetujuan impor tanpa Angka
Pengenal Impor.

Pasal 40

Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Importir dan belum mendapat NIK,
dapat dilayani pemenuhan kewajiban pabeannya hanya untuk 1 (satu) kali
Pemberitahuan Pabean Impor setelah mendapat persetujuan dari Kepala
Kantor Pabean.

Pasal 41

(1) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan Registrasi
Kepabeanan bagi Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Eksportir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikecualikan dalam hal
Eksportir tersebut melakukan pemenuhan kewajiban pabean yang
berkaitan dengan:

a. barang kiriman;
b. barang pindahan;
c. barang perwakilan negara asing atau badan internasional;

d. barang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial, pendidikan,
kebudayaan, atau olahraga;

e. barang cindera mata;

f. barang contoh;

g. barang keperluan penelitian; dan/atau,

h. ekspor yang dilakukan orang perseorangan.

(2) Terhadap Pengguna Jasa yang melakukan kegiatan re-ekspor, tidak
wajib melakukan Registrasi Kepabeanan sebagai Eksportir sepanjang
yang bersangkutan telah memiliki NIK sebagai Importir atau atas
importasinya dikecualikan dari kewajiban memiliki NIK.

Pasal 42

Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Eksportir dan Pengangkut yang
belum mendapat NIK, dapat dilayani pemenuhan kewajiban pabeannya
selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal TTPR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yat (1), Pasal 8 ayat (2) atau Pasal 13

Pasal 43

(1) Ketentuan tata laksana Registrasi Kepabeanan yang diatur dalam
Peraturan Direktur Jenderal ini tidak berlaku terhadap pengguna jasa
yang :

a. memasukkan barang ke Kawasan Bebas dari luar daerah pabean
atau Kawasan Bebas lain;

b. mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah Pabean
atau Kawasan Bebas lain;
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¢. mengangkut barang cian/ atau orang ke Kawasan Bebas dari luar
daerah pabean, Tempat Lain Dalam Daerah Pabean atau Kawasan
Bebas lain;

d. mengangkut barang dan/atau orang dari Kawasan Bebas ke Luar
Daerah Pabean atau Kawasan Bebas lainnya.

(2) Registrasi terhadap Pengguna Jasa yang melakukan kegiatan
kepabeanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan Direktur Jenderal tersendiri.

Pasal 44

(1) Pengguna Jasa di Kawasan Bebas yang diwajibkan melakukan
Registrasi Kepabeanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal ini, adalah:

a. Pengguna Jasa yang mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas ke
Tempat Lain Dalam Daerah Pabean;

b. PPJK yang melakukan kegiatan pengurusan jasa kepabeanan;
dan/atau

c. Pengangkut yang melakukan kegiatan mengangkut barang
dan/atau orang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah
Pabean.

(2) Kewajiban melakukan Registrasi Kepabeanan bagi Pengangkut yang
melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dikecualikan terhadap sarana pengangkut yang khusus mengangkut
penumpang, memiliki trayek yang tetap dan terjadwal.

BAB IX
PENELITIAN TERHADAP PENGGUNA JASA
YANG TELAH MEMILIKI NIK

Pasal 45

(1) Untuk kepentingan pengawasan, Pejabat Bea dan Cukai dapat
melakukan penelitian terhadap Pengguna Jasa yang telah mendapat
NIK terkait dengan data registrasi yang dimiliki.

(2) Untuk keperluan penelitian data registrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan penelitian lapangan.

Pasal 46

(1) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)
dapat dilakukan dalam hal:

a. terdapat data registrasi yang tidak sesuai dan berdasarkan
penelitian awal diperlukan penelitian lapangan; dan/atau

b. berdasarkan informasi yang diterima bahwa telah terjadi
perubahan data registrasi dan Pengguna Jasa tidak
memberitahukan perubahan data ke Direktur.

(2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)
dilakukan oleh Direktur.

(3) Direktur dapat meminta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
untuk melaksanakan penelitian lapangan.
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Pasal 47

Untuk pelaksanaan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (2), Direktur menunjuk pegawai yang berada di lingkungan
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Pasal 48

(1) Permintaan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (3) disampaikan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

(2) Pelaksanaan penelitian lapangan di Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
dilakukan oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan dan dapat dibantu
bidang lain dan/atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai di bawah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai.

(3) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menunjuk pegawai untuk
pelaksanaan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai mengadministrasikan berkas
data dan/atau dokumen hasil penelitian lapangan.

Pasal 49

(1) Hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(2) dan Pasal 48 ayat (2), direkam ke Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal
penunjukkan pegawai.

(2) Pejabat Bea dan Cukai di Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
melakukan analisis terhadap hasil penelitian lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

(1) Dalam hal hasil analisis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49
ayat (2) terdapat perubahan data Registrasi Kepabeanan selain elemen
data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3), Pejabat Bea Dan Cukai dapat melakukan perubahan data
Registrasi Kepabeanan.

(2) Perubahan data registrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Pengguna Jasa melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan dan kiriman pos.

(3) Dalam hal hasil analisis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49
ayat (2) terdapat perubahan data Registrasi Kepabeanan terkait elemen
data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2),
dan/atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan kepada
Pengguna Jasa untuk mengajukan permohonan perubahan data
registrasi.

(4) Pemberitahuan untuk mengajukan permohonan perubahan data
Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dalam Lampiran XVI yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.
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Pasal 51

(1) Pengguna Jasa yang menerima surat pemberitahuan untuk mengajukan
permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (3), wajib
mengajukan permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
surat pemberitahuan.

(2) Dalam hal Pengguna Jasa tidak mengajukan permohonan perubahan
data Registrasi Kepabeanan dalam jangka waktu sebagaimana yang
ditetapkan pada ayat (1), dianggap tidak memberitahukan perubahan
data dan dapat ditindaklanjuti dengan pemblokiran sesuai ketentuan
Pasal 34 ayat (1) huruf b.

Pasal 52

Tata kerja penelitian data registrasi terhadap Pengguna Jasa yang telah
memiliki NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) ditetapkan
dalam Lampiran XVII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53
1. Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:

a. terhadap permohonan registrasi Importir yang telah diterbitkan
tanda terima oleh sistem aplikasi sebelum berlakunya Peraturan
Direktur Jenderal ini; atau

b. terhadap perubahan data registrasi Importir yang telah
disampaikan atau diberitahukan sebelum berlakunya Peraturan
Direktur Jenderal ini,

yang belum mendapat persetujuan, penyelesaiannya dilakukan
berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-
34/BC/2007 tentang Tatalaksana Registrasi Importir sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-31/BC/2009.

2. Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, terhadap Importir
yang telah mendapatkan NIK berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
Nomor P-34/BC/2007 tentang Tatalaksana Registrasi Importir
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor
P-31/BC/2009, harus mengajukan perubahan data untuk mendapatkan
NIK yang baru berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Direktur
jenderal ini mulai berlaku.

3. Terhadap perubahan data yang dilakukan Importir untuk
mendapatkan NIK yang baru berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
ini, dikecualikan dari kewajiban menyerahkan dokumen sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

4. NIK yang dimiliki Importir berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
Nomor P-34/BC/2007 tentang Tatalaksana Registrasi Importir
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor
P-31/BC/2009 dicabut dalam hal :

a. telah memiliki NIK yang baru berdasarkan Peraturan Direktur
Jenderal ini; atau
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b. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Direktur
Jenderal ini mulai berlaku tidak mengajukan permohonan untuk
mendapatkan NIK berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur
Jenderal Nomor P-34/BC/2007 tentang Tatalaksana Registrasi Importir
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-
31/BC/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2011

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001
Salinan Sesuai dengan Aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
. ub.
ralaBagian Umum

0508 198912 1 001



Jenis Registrasi Kepabeanan

(Dipilih sesuai jenis kegiatan usaha pengguna jasa dan dapat dipilih lebih dari satu pilihan)
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]

Importir
Eksportir
Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

Pengangkut

A. Data Umum Perusahaan

1.

Bentuk badan usaha :

. NPWP:

]

. Nama perusahaan :

. Kiasifikasi Lapangan Usaha (KLU) :

. Status wajib pajak :
[ ] Pengusaha Kena Pajak (PKP) :

LAMPIRAN 1

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 21/BC/2011 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN
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Hak Pakai / Hak Milik Pribadi

| 1 1T 1 11
[ 1T 111
| [ I 11
L1 TP f]

I
I
I
I

|
I
I
I

]

— }—1 |1 |—]

— b — |-




HRERN

Telepon

Faksimiti

Status penguasaan

NPWP

Pabrik
Gudang

Perkebunan/peternakan

Cabang

Lain-lain
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Telepon
Faksimili

Status penguasaan

NPWP

7. Status investasi :

8. Dokumen perijinan :

a. Akte pendirian perusahaan :

Nomor dan tahun akta

Nama notaris

Kota

SK Pengesahan akta :
Nomor

b. Akte perubahan terakhir :

no0 00

e. Surat Keterangan Domisili :

9. Kedudu

|:| Sebagai kantor pusat
|:| Sebagai cabang, dengan alamat kantor pusat :

|:| Perusahaan tunggal / berdiri sendiri

Nomor dan tahun akta

Nama notaris

Kota

SK Pengesahan akta :
Nomor

StupP
WL/ U7

TDP
TDUP
TD!

Dikeluarkan oleh

Nomor

kan perusahaan :

Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Telepon
Faksimiii

LT T e i T T 1T
e bttt bdd
I:I Hak Guna Bangunan
I:l Sewa, berakhir tanggal (ddmmyyyy) : | l | ] ] | ] ] l
I:I Hak Pakai / Hak Milik Pribadi
L [ ] || [T ]
LTI [ | [ T T T T T T iPTEIT
L1 1 [ NN
I [ 1 I O A O A A
LT T T [ 1 [ TP T T T TP TT]
Kodepos [ [ [ T T |
LT T T T T Pt PP iy il rTi
cr it rrrretrt ettt PPy r ettt LI
ittt rt et v ittt it
R N T N T T N e Y v v
L1 Pttt bid
NN E.
I:l Hak Guna Bangunan
[] sewa, berakhirtanggal@dmmyyyy): [ [ T [ T [ [ T |
I:I Hak Pakai / Hak Milik Pribadi
L] [ ] [ 1
[] pwa [] pvDN
Lt Il
T N N I O
LI T LT T T L T T I T T T i TT
LI L LT P P T P T T T T T T T T T T T 7101
Tanggal@dmmyyyy) [ [ [ T [ T T T}
LI LTI/ LT T T
LI LT PP P P T T T T T T T T T T
LI T T T T P T T T T T T T T TTT 171
LI T T T T P L T T T T T T T I T T T T T T T I T T T 17T
Tanggal@dmmyyyy) [ [ [ T T [ T 1]
Nomor LI T P T T T T T T T T T T I T T T T I IrTTd
Tanggal@dmmyyyyy [ [ T T T T T T7]
Nomor LI T T L T T T T T T T T T T T I T T I I
Tanggai(ddmmyyyy) [ [ T T T [T 1]
LI T T P T T T T T T T T T T T T T T T I IT
LI L I T T T T T T T T T T T T T T I T T TITTIII
Tanggal @dmmyyyy) [ [ [ T T T T T]
LT T LT T T P T T T T P T T T T T T I T T T T I T T I 1
LI T T PP P T T T T T T T T T T T I T I I T I T T TITTI11
s CTTTT]
L] LI T T T T T T I 77
L | LI T T T TTTTTT]
11 LT LT T T T TTT 71
L] LT T T T T TTTT1TT17]
L1 1
L1
NPWP | ' T 1




10. Memiliki sertifikat ISO :

|___| Ya, sebutkan :

LI P T TP T ]

[ |

I
l

Lembaga penerbit

Nomor sertifikat

l

Tanggal (ddmmyyyy)

[] Tidak

B. Data Penanggung Jawab dan Pemilik Perusahaan

1. Pimpinan / penanggung jawab perusahaan :

L1 1] |

l

[ L [T 1T 1]
I O I O O

a. 1). Jabatan

L [ 1]

l

2). Nama

[] «rp

3). Bukti identitas :

[] «mas/kiTap

|___| Paspor

L LT T T 11

|__—| Lainnya, sebutkan :

I I I O I I I
Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy)

I

Nomor

[ T T T 11

l
I

L1111

|
| |

I

4) Alamat :

I O O I A A

I

[ L[ [
Kode pos

| 1 1 11

Kelurahan/Desa

l
| [ T 1]

| [ T 1T T T

L1 ]
l

|
|

L [ 111

Kecamatan

| 1 [ 1 |

| 1

I

Kabupaten/Kota

[T T T T 711

Provinsi

Telepon

LI 1T T 11

I

Faksimili

5) NPWP :

?,L;‘:‘;“.

6) Kewarganegaraan :

b. 1). Jabatan

2). Nama

L LT T T

[] «rp

3). Bukti identitas :

[] xmas/kiTap

|__—| Paspor

|__—| Lainnya, sebutkan :

Nomor

l

Masa beriaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy)

L 1 P L1 01

4) Alamat :

| I 1]

l

| [ T T T T TT7

Kode pos

[ 1T 111

L [ ] 11

I

Kelurahan/Desa

Kecamatan

| [ T T 11

LI T I T T T T T TTTTT]
| T T 1T T T TT]

LI 11

Kabupaten/Kota

Provinsi

L I 1 [ 1]

| LI 1T 1

Telepon

l

Faksimili

5) NPWP :

[T

6) Kewarganegaraan :

1). Jabatan
2). Nama

C.

L1

| I ] 1

[ [ 1

L1 T T T 11

LI T T T

[] ke

3). Bukti identitas :

[] «mAas/kiTaP

|___| Paspor

|__—| Lainnya, sebutkan :

LI I T T T T

LI T T T

LI T T T T

Nomor



I

[

I

Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy)

4) Alamat :

|
I

LI T T 1T P11}

Kode pos

Kelurahan/Desa

| | |

| L1 1]

Kecamatan

| I LT T T T

I
|

Kabupaten/Kota

| 11 1 1]

Provinsi

| 11 1 |

Telepon

Faksimili

o
=
E
Z
o

LI]

c
o]
©
2
<
=3
@
c
<
=)
=4
]
2
Q
X
—_
©

2. Komisaris / pemilik perusahaan :

I O I A R I I

I

1). Jabatan
2). Nama

a.

| T 1T [ [ 1
I

L1 1]

P

T
Lainnya, sebutkan :

K
KITAS / KITAP
Paspor

L]
L]
]
]

3). Bukti identitas :

Nomor

| T [T 11
I I

I
|

Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy)

N N I O I I

|
LI T T

4) Alamat :

[ I Y A A

HEEEER

NN

Kode pos

Kelurahan/Desa

Kecamatan

| ]
111

| T 1T 1 ] 1
L 11T

I
I

Kabupaten/Kota

Provinsi

Telepon

Faksimili

5) NPWP :

6) Kewarganegaraan :

| I T [ 1

b. 1). Jabatan

[ ]

L[ 1]
I

2). Nama

[

[

I

L1 [ ]
|t [ ]

KITAS / KITAP
Lainnya, sebutkan :

Paspor

]
L]
]
]

3). Bukti identitas :

L 1 1]

I

I

Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy)

Nomor

I
|
| 1 [ ]

I
I
| I T 1

| |
I

[ [ T 1

| LT T T T1]

4) Alamat :

I

Kode pos

Kelurahan/Desa

Kecamatan

I

Kabupaten/Kota

Provinsi

I

Telepon
Faksimili

5) NPWP :

6) Kewarganegaraan :

c. 1). Jabatan

[ I 1T T T T T T]
[ T T T T T T T°7

2). Nama

O I O O

1 113

I




3). Bukti identitas : [] P
[] witas/kiTaAP
D Paspor
[] tainnya, sebutkan : L LT T T T T PP T TT
Nomor LI I T I T T T T I T T T T T T T T T T T T
Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy) LT T T T T 11
4) Alamat : LI T T T T I T TP P T T T T I T T T T T T i r I
LI T T PP P T T T T T T T T T T T P TP T T T 11T
LI L L P T PP T TP T T T T T T T T T 171
LA I T LT I I T T PP T T T T T T T T T T T T 1T 1]
Kode pos D:L__l:]
Kelurahan/Desa | | | | [ | LI P T T P T T T T I TrTrT
Kecamatan L1 1T T 11 T TP T T T T P P T T T 111
Kabupaten/kota [ | [ [ [ | LI T T T P T T T T T T T T T
Provinsi LT ] [ T T T T T T T T TTTTI T T
Telepon I I O |
Faksimili L TTT 1
5) NPWP ] [ | L

6) Kewarganegaraan : ED

3. Tergabung dalam afiliasi kelompok / grup usaha :

[:' Ya, sebutkan nama kelompok / grup usaha :

NN O N I O O A B

[] Tidak
4. Struktur organisasi perusahaan : D > 3 tingkat di bawah pimpinan tertinggi
[] 3 tingkat di bawah pimpinan tertinggi
D 2 tingkat di bawah pimpinan tertinggi
D 1 tingkat di bawah pimpinan tertinggi
D Lainnya
5. Jumlah karyawan perusahaan saat ini : D Kurang dari 10 orang D Antara 1.000 - 10.000 orang
[] Antara10- 99 orang [] Lebin dari 10.000 orang
D Antara 100 - 999 orang
C. Data Keuangan Perusahaan
1. Data laporan keuangan perusahaan :

Tanggal laporan keuangan (ddmmyyyy) | |1 | | [ 1 l |

Periode laporan keuangan (ddmmyyyy) LI T T T T TTY se CTTTTTTT]

a. Pendapatan / penjualan Re L I I I I T T T I T TTTTTTTI I

b. Harga pokok penjualan R LI T T T T T T T T T TT I T T T 117

c. Persediaan awal R LI I I T T T T T TTTTTTTTTITI]

d. Pembelian / harga pokok produksi R LT T P T T T T T T I TTITITTOION

e. Persediaan akhir R LI T T T T T T T T T T T T T T T 111

f. Laba / rugi kotor Re (L I T T T T P T T T T T T T T T 17717

g. Beban administrasi dan penjualan R | VT T T T T T T I TITITITITTITIO0

h. Labal rugi bersih Re [V VI T T T T T T T T T T T T T 117
i. Aset lancar Re [ I T T T T T T T T T T T T T T T 11

j. Asettetap Rp LI T T T T T T T T T T T T T T T 117

k. Aset lainnya Re | T T T T T T T T T T T T T T T T 117
I. Total aset R LI LTI T T T T T T T T T T T T T 117

m. Hutang jangka pendek Rp L] I T T T T T T T T T T T T T I TT1

n. Hutang jangka panjang Re LI T T T T T T T T T T T T T T 1111

0. Total hutang R | T T T T T T T T T T T T T T T 1117

p. Total Modal R | I T T T T T T T T T T T T T T 117

g. Laba ditahan Re I T T T T T T T T T T T T T T T 1717

2. Rekening bank atas nama perusahaan :

a. Nama bank LI I T T T T T T T T T T T T T T T T 1T T T 1]
Nomor rekening LI I T T T T T T T T T T T T T T T T T T 117
Jenis rekening D Giro D Tabungan D Lainnya
Jenis valuta D Rupiah D Valuta Asing

b. Nama bank NN N N N T I A A




Nomor rekening

N N N I I

Jenis rekening D Giro D Tabungan D Lainnya
Jenis valuta D Rupiah D Valuta Asing
¢. Nama bank LI LT T LTI I LT T TTTTTTTTTTT]
Nomor rekening N N N O A I I B B B
Jenis rekening D Giro D Tabungan D Lainnya
Jenis valuta D Rupiah D Valuta Asing
3. Audit akuntan publik : D Pernah, sebutkan nama kantor akuntan publik :

LI I T T PP T T T T T 1]

LI T T T LT T TP T 0

Hasil audit terakhir oleh akuntan publik :

[T T T

Tahun {aporan

Opini

D Wajar Tanpa Pengecualian

4. Audit oleh DJBC :

5. Audit oleh DJP :

6. Memiliki unit audit internal :

7. Aplikasi sistem akuntansi :

00 O 0o oo o

[]
[]
L]

Tidak pernah

Tiga kali atau lebih
Dua kali

Tiga kali atau lebih
Dua kali

Ya

Manual tanpa bantuan komputer
Manual dengan bantuan komputer

8. Kualiifikasi kepala bagian / manajer pembukuan (akuntansi ) :

I

Akuntan, nomor register / tahun :
Pasca Sarjana

Sarjana Akuntansi

Sarjana Lainnya

D 11l Akuntansi

D li Lainnya

SLTA

Lain-lain

D.1. Data Khusus Importir (diisi dalam hal mendaftar sebagai importir)

1. Angka Pengenal Importir (AP1) :

Nomor

Instansi penerbit

2. Jenis importir :

Wajar Dengan Pengecualian
Tidak memberikan pendapat
Tidak wajar

Satu kali
Belum pernah

Satu kali
Belum pernah

Tidak

Electronic Data Processing (EDP)
Manual dan EDP

L0 0O 0o oo

-~

[

I N I I O

L00 OO

Tanggal (ddmmyyyy)

L]

[ Y I B

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Dinas Perdagangan Provinsi

Lainnya, sebutkan : I l | I l I

Importir Produsen
Importir Umum

Lain-lain

3. Penandatangan dokumen impor (penanggung jawab sebagaimana yang tercantum dalam APJ) :

a. 1). Jabatan
2). Nama

3). Bukti identitas :

Nomor

4) Alamat :

[

| [ [ T T T T T T T T 77

N

|
0 I I Y O B O B B
| T T T T T T T T T 0]

HnEN

KTP
KITAS / KITAP
Paspor

Lainnya, sebutkan : UL T TT

O I I O O R A

Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy)

N

i

L

LI T I T T T T TTTTT

| [ T T T T T T T T I TT

l

I O A Y I B




[ L 1]

[ [ [ [ ]
Kode pos

I

||

[ T 1T 1]
[

Kelurahan/Desa

| [ [ 1|

[

Kecamatan

[ [ L1 1 11

Kabupaten/Kota

Provinsi

Telepon

|
I
I

| 111

|
L 111 1 |

Faksimili

[
I

| T T T T1
| [ [ 11
l LI 11

l
|

[ [T 1

[ 1 11

1). Jabatan
2). Nama

b.

[] «tp

3). Bukti identitas :

] wtas/kiTaP

D Paspor

[ [ 1T 1 [

D Lainnya, sebutkan :

Nomor

Masa beriaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy)

| [ 1

L1 ]|

4) Alamat :

LT 11

Kode pos

[ T [ 11

| ]

| 1 1 1|

L [ 11

[

Kelurahan/Desa

Kecamatan

L L LT 11

l

I

Kabupaten/Kota

Provinsi

Telepon

Faksimili

L1 1 |

| |
L1 111

|
[

1). Jabatan
2). Nama

C.

I

L L1

[] wiTas/kitap

] krp
D Paspor

3). Bukti identitas :

D Lainnya, sebutkan :

L LT T

Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy)

Nomor

[ |

[

|

1 11

4) Alamat :

| T 1 T T T

Kode pos

[ [ T T T TT

Kelurahan/Desa

Kecamatan

| 1 [ [ 1]

Kabupaten/Kota

| [ [ 11

I

[

Provinsi

Teiepon

L T T T T T 1]
|1 L1 1 ]

L

Faksimili

4. Jenis usaha sesuai API :

L L 1T T T 171
L T T 11

[ T T T TTT

l

D Diselesaikan sendiri
D Dikuasakan

5. Pemenuhan kewajiban kepabeanan :

D Diselesaikan sendiri dan dikuasakan

Apabila ada yang dikuasakan, sebutkan PPJK :

o
2
g
z
©

©
£
]
=z

Nl N

L]

b. NPWP

Nama

N A Y

[ [ 1]

I I I I A I

[ 1T T 1

I




c. NPWP Ll l [ ] [ [ [ ]
Nama L] I [ | [ 1 LI P T T ITT T 1T T17]
LI L LT T T T T LT TP T LT T T T T
6. Media yang dipergunakan untuk menyelesaikan PIB :
[ ] PDE importir, sebutkan Nomor PDE Kepabeanan : al | T T T T T I T TITITIIITITTITITITITIEO
bl L L LT T T T P T T T T T T T T T T T T
el I T T T T T P T T T T T T T T T T T T T
] PoEPPK
[] Disket
|:| Manual
7. Memiliki ahli kepabeanan :
[] va, sebutkan: a. Nama I N R O I I I I I I
Jabatan O T N 0 O I O O I I
Nomorserisertifikat | | [ [ [ [ [ | [ T T T T T T T T T TTTTT]
Nomor sertifikat N N U O I
Tanggal (ddmmyyyy) LT T T TTT]
b. Nama LI I T T T T T T I I T T T T T TTITITTT T
Jabatan L PP TP T T T T T T T T T T T T 1]
Nomorserisetifikat | | | | [ [ [ [ | [ [ T T [T T T T T T TTTT7]
Nomor sertifikat LI T T T T I T T T T I T T T T T T T T T 1T
Tanggal (ddmmyyyy) LI LT T T T
[] Tidak
8. Memiliki fasilitas kepabeanan dalam rangka impor :
[ ] Ya, sebutkan (dapat dipilih lebih dari satu) :
[[] Fasilitas Kawasan Berikat Nomor [ T T T T T TTTITITTTITTTT
[] Fasilitas Gudang Berikat Nnmor | T T T T T T T T T T ITTITITTT
[ ] Fasilitas KITE Nomor | | | [ [T T T T T TTTTTTT]
[ ] Fasilitas BkPM Nomor | [ [ [ [T T T T T TTTTTTTT]
[] Fasilitas Barang Perminyakan Nomor | | [T T T T T T TITITITITITITTT]
|:| Fasilitas lainnya, sebutkan :
a I T T I T T T T T T T T T T T I T T T T T T T 171011
Nomor | [ [ [ T T T T T T T T TTT T T
b T I T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1111
Nomor | | [ [ T T T T T TTTTTTT]
[] Tidak
9. Tergabung dalam asosiasi usaha importir :
|:| Ya, sebutkan nama asosiasi :
a | I I I T T T T T T T T P T T I T T T T T T T T I 1111
Tanggal terdaftar ddmmyyyy) [ [ [ T T [ [ T ]
b LI I T T I T T T T T T T T T T T T T T T T I T 1T 11
Tanggal terdaftar (ddmmyyyy) CT T ITTTTT1
(] Tidak
10. Komoditi utama yang diimpor :
a. |:| Rencana (untuk komoditi yang belum diimpor) : |:| Realisasi (untuk komoditi yang sudah pernah diimpor) :
Uraian singkat barang LI T T T T I T T T T T T T T T T T T T T I
Nomor HS enam digit pertama LT T TTT11
b. |:| Rencana (untuk komoditi yang belum diimpor) : |:| Realisasi (untuk komoditi yang sudah pernah diimpor) :
Uraian singkat barang N T N N T I A O O
Nomor HS enam digit pertama LT TTTT1
c. |:| Rencana (untuk komoditi yang belum diimpor) : |:| Realisasi (untuk komoditi yang sudah pernah diimpor) :
Uraian singkat barang LI L T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 117
Nomor HS enam digit pertama LT T T T T
D.2. Data Khusus Eksportir (diisi dalam hal mendaftar sebagai eksportir)
1. Memiliki izin ekspor dari instansi pemerintah :
|:| Ya, sebutkan :
mstansipenerbit [ | [ | T T T " T T T T T T 17T 7T 1T 1T 1T T I I LTI T 1111




Namaperiziman | | | | [ | [ L [ P 1T VP 1 P 1T T P T T T T T T]

Nomorperizinan | | | | [ [ [ T T T T T T T ] T T T PT I T TT

Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy) I
(] Tidak

2. Pemenuhan kewajiban kepabeanan : D Diselesaikan sendiri
[:I Dikuasakan
[:I Diselesaikan sendiri dan dikuasakan

Apabila ada yang dikuasakan, sebutkan PPJK :

a. NPWP 1 I
Nama L I LT T T T T T T]
L] I [ O I A

b. NPWP L [
Nama [ I HEEERNENN
L] I LI rrrri

c. NPWP [ |
Nama L1 | L LT T T T 1]

L1 |

3. Media yang dipergunakan untuk menyelesaikan PEB :

[:I PDE Eksportir, sebutkan Nomor PDE Kepabeanan :

—

o T o

[] PoEPPIK

[[] Disket
[:I Manual

4. Memiliki ahli kepabeanan :

[:I Ya, sebutkan : a. Nama

Jabatan

P10 1]
[T T 1
[ L[ 11

Nomor seri sertifikat

LT[ T

Nomor sertifikat

Tanggal (ddmmyyyy)

b. Nama

Jabatan

I
[ I T 1
[ 11T 1]

Nomor seri sertifikat

I
I
|
I

Nomor sertifikat

Tanggal (ddmmyyyy)

[ Tidak

5. Tergabung dalam asosiasi usaha eksportir :

[:I Ya, sebutkan nama asosiasi :

a LI I T T TTTTTTTTTTTTTI]

Tanggal terdaftar (ddmmyyyy)

b L I T T T T T T T T TTTTT T T T]

—1 1 —

Tanggal terdaftar (ddmmyyyy)

] o] onnd e

(] Tidak

6. Komoditi utama yang diekspor :

[

a. I:I Rencana (untuk komoditi yang belum diekspor) :

Realisasi (untuk komoditi yang sudah pernah diekspor) :

Uraian singkat barang N O I O O A
Nomor HS enam digit pertama I I | I I I I

b.[:l Rencana (untuk komoditi yang belum diekspor) : [:l Realisasi (untuk komoditi yang sudah pernah diekspor) :
Uraian singkat barang N N N Y I O O O
Nomor HS enam digit pertama | I I I I I I

(o [:I Rencana (untuk komoditi yang belum diekspor) :

Realisasi (untuk komoditi yang sudah pernah diekspor) :

Uraian singkat barang I I | I I

LI T T T T T T T 1T

[

]

Nomor HS enam digit pertama | I I I I

D.3. Data Khusus PPJK (diisi dalam hal mendaftar sebagai PPJK)

1. Perizinan sebagai PPJK :

a. Nomor Pokok PPJK LT T T




N N I Y A R A

b. Nomor Surat Keputusan

10 1 Y I D I A A O

Tangga! (ddmmyyyy)

1 O I I A B B

c. Nomor Surat Keputusan Perubahan terakhir

Tanggal (ddmmyyyy)

2. Ahli kepabeanan :

| I 1 L[ 11111}

l
| I L P T T T TP TTTTT]

HEEEEEEEENEEEEEEENEN.

a. Nama

T T T T

[

N N A O I I R B A
N I A I I

A O O I O I I O

Jabatan

| I LT T TP T T T TT1]

[ [ T T 1T T[T T T]

Alamat

L L LT T 1T T]
| I LT T I T T T T T T T}

|
Lttt ettt It T PPl TP TPl 1]

LI I T T T T P T T T 1T

Kode pos

| T LT T T T T T 1T T7]

| [T [ T T I T 1T T TTT]

| L LI E1T P T1T1]

Kelurahan/Desa

[ [ I T T TTT]

I
N D T O I

L1 1|

Kecamatan

LL 111

Kabupaten/Kota

N O N O A O A

| [ T T TP T 1]

HEEREEREEEEN

Provinsi

Telepon

HEEEpEEEEEENN

Faksimili

LI LT LT T LTI T T T T T T T T T T T T T T T TTT

Nomor seri sertifikat

(SN N N I O O B B B

Nomor sertifikat

LI TP TP 111

N T O I O A O

Tanggal (ddmmyyyy)

N N I T Y Y Y O O O A A

b. Nama

| L LT T T T T T T T

N O N O A

||
LT 1]

| [ I T T TP T T T T T
A N N O I B

Jabatan

Alamat

L L LI 1T T T T T 1]

| [ LI T T T T T T T T T T T T

L L L LT LT T T T T T T T T T T T T I 1T

]

1 O I I

N O I A A

Kode pos

L L L [ [ [ T T T T T T T TTTTT I TTTTITTT 1]

Kelurahan/Desa

| L [T L T T T T T TT

| L LT T T 1T T T T T T T 1]

Kecamatan

| I T T T T T T T

1 N N A O

LI T T T T T T T T T P T T I T T 011

Kabupaten/Kota

Provinsi

LTI LT T T T 1T

Telepon

LI 1T LI T T T TTT]

Faksimili

L I I T T T T T 71T

| LT T T T T T TTT 7

I I N N N O O O A

N Y N O Y O I I O

Nomor seri sertifikat

Nomor sertifikat

LIT T T T TT]

NN N N N N N N X N N Y I O

Tanggal (ddmmyyyy)

| LI T LT T T T T T T 0]
N N N N Y I O e

[
I

c. Nama

L L LT T T T T T T T 777

Jabatan

LI I T T T T T T T TTTTTT]

L I T T T T T T T T

L

Alamat

N N N N N O I O A A R

| I T T T T TTT]

N NN N O A

N N N N I

[ [ T T T TTT]

Kode pos

LI [ [ T T T T T T T TT7]

LI T T T T T T T T T T T T T

Kelurahan/Desa

N N N D A I I O

Kecamatan

I N 1 T A Y I I

Kabupaten/Kota

N N N X Y I I I A

Provinsi

N I e Y I O A
|

Telepon

LI 1] LT T TTTITT]

Faksimili

| L LI T T T TTTTT]

LI T T I T T T T TTTT T T T
I N B I

Nomor seri sertifikat

L LT T T T T T 1T

Nomor sertifikat

LI T T T T T 1]

Tanggal (ddmmyyyy)

3. Memiliki pelanggan utama :

I:l Ya, sebutkan :

o
<
a
Z
«©

Y N O O O A O

o
3]

<
§ &
z 2
o




Nama L1 [ ] [ 11 NN
c. NPWP 1 [ 1] | [ ]
Nama L] [ 1 P11 ..
[] Tidak
4. Mempunyai usaha lain selain sebagai PPJK, Importir, Eksportir atau Pengangkut :
[_] Ya sebutkan: a LT PP LT TP TPl HEEEEEEE
S T N I [ T T 1T 1 [ T[]
NN N I U N N N Y LT P TP T T T
[ Tidak
5. Memiliki Nomor PDE Kepabeanan (ED! Number) :
[] va, sebutkan: S (N O O N N I v B [ TP T T T T[]
b LI T T T T TP P T T LT T T P T T 1T | [ A
e LI UT P T TP PT TP § P[] I I I O O I
[] Tidak
6. Tergabung dalam asosiasi usaha PPJK :
L___l Ya, sebutkan nama asosiasi :
a L PP T PP LT PRI TP T ] HEREEENNN
Tanggal terdaftar ddmmyyyy) || | | [ [ | | |
S 1NN I N N N A O O A A B .
Tanggal terdaftar (ddmmyyyy) LT T T T 1111
[] Tidak
D.4. Data Khusus Pengangkut (diisi dalam hal mendaftar sebagai Pengangkut)
1. Jenis usaha angkutan :
|:| Angkutan air
Nomor perizinan N A N O A LI LT TP T]
Tanggal ddmmyyyy) [ [ [T [ T T [ T ]
L___l Angkutan udara
Nomor perizinan Lt PP PP T T T T T T T NN
Tanggal@dmmyyyy) [ | | [ ] [ [ [ |
L___l Angkutan darat
Nomor perizinan NN T U N O O I I LT T T TT]
Tanggal(ddmmyyyy) | [ [ | [ [ [ T ]
2. Sarana pengangkut yang dimiliki :
Sarana pengangkut air :
a. f) Namasaranapengangkut [ | [ [ [ [ T T T T T T T [ T T T T 1T LT T T T T T T
2) Nomor register LI T LI T T T T T T T I I]
3) Kapasitas muatan : Penumpang (orang) l | | I l ] ]
Barang (MT) LI T T LT
4) Jenis trayek |:| Tidak terjadwal
[] Teriadwal, dengan rute :  Dari CT T T TTTTT FT T T T T 17711
Ke LI I T T T T T] [ T T T T T T T
b. 1) Namasaranapengangkut | [ [ | [ [ [ T [ [ T T T T T T T T T T [ LTI T I T 1]
2) Nomor register LI T TP T T T T T T TITT]
3) Kapasitas muatan : Penumpang (orang) LT TTTT1
Barang (MT) LT T T T
4) Jenis trayek [:] Tidak terjadwal
[] Terjadwal, denganrute :  Dari LT T T T T T T L T T T T T 1711
Ke (I O I A LT T T T T 17
c. 1) Namasaranapengangkut | [ [ | [ [ [ T T T T T T T T T T T T 17 | T T T T T T T
2) Nomor register LI T T T T T T T T T 1 1]
3) Kapasitas muatan : Penumpang (orang) [T T T T T
Barang (MT) LI T T T 1]
4) Jenis trayek [] Tidak terjadwal
[] Teriadwal, dengan rute :  Dari LT T T T T TTO T T TTTTTT
Ke I I O I O I O

Sarana pengangkut udara :




. 1) Nama sarana pengangkut
2) Nomor register
3) Jenis sarana pengangkut
4) Tipe sarana pengangkut
5) Jenis trayek

1
2

) Nama sarana pengangkut
)
3) Jenis sarana pengangkut
)

)

Nomor register

4) Tipe sarana pengangkut

5) Jenis trayek

1
2

) Nama sarana pengangkut
)
3) Jenis sarana pengangkut
)

)

Nomor register

4) Tipe sarana pengangkut

5) Jenis trayek

Sarana pengangkut darat :

a. Trailer, jumlah (unit) :

L]
L]

[T T T T 17

Penumpang

I O

=
[]
[

Tidak terjadwal

Terjadwal, dengan rute :

[ LI ]

[ A

[]

Penumpang

[ I

HN

Tidak terjadwal

Terjadwal, dengan rute :

N I

[]

Penumpang

HN

Tidak terjadwal

Terjadwal, dengan rute :

b. Mobil bak tertutup / terbuka, jumlah (unity: | | | |

c. Lainnya, jumiah (unit) :

|:| Ya, sebutkan nama asosiasi :

[] Tidak

3. Tergabung dalam asosiasi usaha pengangkut :

I I I B

Tanggal terdaftar (ddmmyyyy)

[ A I A

Tanggal terdaftar (ddmmyyyy)




PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR ISIAN REGISTRASI KEPABEANAN

Jenis Registrasi Kepabeanan

Diisi sesuai jenis kegiatan usaha pengguna jasa dan dapat dipilih lebih dari satu pilihan yang
tersedia.

A. Data Umum Perusahaan

1.

Bentuk badan usaha
Diisi bentuk badan usaha sesuai akta pendirian / akta perubahan terakhir perusahaan.
Nama perusahaan
- Diisi nama perusahaan sesuai akte pendirian / akte perubahan terakhir perusahaan.
- Tanpa diawali atau diakhiri dengan bentuk badan usaha.
- Disarankan menggunakan huruf kapital semua.
NPWP

- Diisi 15 (lima belas) angka NPWP perusahaan sesuai yang tercantum dalam Kartu
NPWP.

- Cukup ditulis angkanya saja, tidak perlu disertai dengan tanda baca pemisah (*.”

ook

atau “-%).

. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Diisi sesuai kode dan uraian KLU yang tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar yang
dimiliki perusahaan.

. Status wajib pajak

- Diisi status wajib pajak perusahaan.

- Status “Pengusaha Kena Pajak” harus dibuktikan dengan mengisi nomor dan
tanggal Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP).

Alamat perusahaan
a. Kantor :

- Alamat : Diisi sesuai dengan alamat kantor perusahaan, meliputi nama komplek,
nomor blok, nama dan nomor jalan serta RT/RW.

- Kelurahan/desa : Diisi nama kelurahan/desa di mana kantor berlokasi.
- Kecamatan : Diisi nama kecamatan di mana kantor berlokasi.

- Kabupaten/kota : Diisi nama kabupaten di mana kantor berlokasi

- Provinsi : Diisi nama provinsi di mana kantor berlokasi.

- Kode pos : Diisi 5 angka kode pos sesuai alamat kantor.

- Nomor telepon dan faksimili : Diisi masing-masing salah satu nomor telepon dan
nomor faksimili kantor.

- Status penguasaan : Dipilih salah satu sesuai status penguasaan lokasi kantor,
dengan catatan :

v' Status “Hak Guna Bangunan” harus dibuktikan dengan sertifikat Hak Guna
Bangunan (HGB) atas nama perusahaan.

v’ Status “Sewa” harus dibuktikan dengan perjanjian sewa-menyewa yang
disahkan oleh notaris, bukti pembayaran / hutang sewa dan catatan dalam
pembukuan.

v' Apabila bukti-bukti tersebut di atas tidak ada maka status penguasaan
kantor dianggap sebagai “Hak Pakai / Hak Milik Pribadi”.



b. Pabrik / Gudang / Perkebunan / Peternakan / Cabang / Lain-lain :

- Diisi sesuai jumlah pabrik / gudang / perkebunan / peternakan / cabang / yang
dimiliki perusahaan.

- Tatacara pengisian alamat, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota,
provinsi, kode pos, nomor telepon dan faksimili serta status penguasaan lokasi
usaha sama dengan tatacara pengisian kantor.

- NPWP : Diisi 15 (lima belas) angka NPWP perusahaan sesuai yang tercantum
dalam Kartu NPWP pabrik / gudang / perkebunan / peternakan / cabang / lokasi
lain perusahaan selain lokasi kantor.

7. Status investasi

Diisi status investasi perusahaan yang harus dibuktikan dengan persetujuan dari instansi
yang berwenang, misalnya :

v" Untuk PMA / PMDN dibuktikan dengan izin BKPM (IUI/IUT).

v" Untuk Non PMA / PMDN dibuktikan dengan izin dari Kementerian Perdagangan
(SIUP).

8. Dokumen perizinan
a. Akta pendirian perusahaan
- Nomor dan tahun : Diisi dengan nomor dan tahun akte pendirian perusahaan.

- Untuk bentuk badan usaha yang sesuai perundang-undangan tidak memeriukan
akta pendirian, diberikan pengecualian sebagai berikut :

v Apabila UD agar diisi dengan nomor dan tahun SIUP.

v Apabila koperasi agar diisi dengan nomor dan tahun pendaftaran ke
Kementerian Koperasi.

v' Apabila Badan Usaha Tidak Tetap agar diisi dengan nomor dan tahun
kontrak karya.

- Nama notaris dan kota : Diisi dengan nama notaris dan kota wilayah kerja
notaris yang menerbitkan akta pendirian perusahaan (diisi apabila memiliki akta
pendirian).

- SK Pengesahan akta : Diisi nomor dan tanggal surat pengesahan atas akta
pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM atau instansi terkait (diisi apabila
memiliki akta pendirian).

b. Akte perubahan terakhir
- Diisi apabila perusahaan sudah memiliki akta perubahan.

- Tatacara pengisian sesuai dengan tatacara pengisian akta pendirian
perusahaan.

c. SIUP atau IUNIUT
- Dipilih salah satu antara SIUP atau IUI/IUT.
- Diisi nomor dan tanggal SIUP atau IUIUT sesuai pilihan.

d. TDP/TDUP /TDI
- Dipilih salah satu antara TDP, TDUP atau TDI.
- Diisi nomor dan tangga! TDP, TDUP atau TDI sesuai pilihan.

e. Surat Keterangan Domisili
Diisi nama instansi / lembaga penerbit, nomor dan tanggal Surat Keterangan
Domisili.

9. Kedudukan perusahaan

- Diisi sesuai kedudukan perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam TDP, Surat
Keterangan Terdaftar dan / atau SP PKP.

- Dalam hal mendaftar sebagai cabang, maka data alamat dan NPWP kantor pusat
harus diisi.

- Dalam hal tidak ada dokumen pendukung, maka diisi sebagai perusahaan tunggal /
berdiri sendiri.



10. Kepemilikan sertifikat ISO

Diisi “Ya” serta nama lembaga penerbit, nomor dan tanggal sertifikat ISO dalam hal
perusahaan memiliki saiah satu sertifikat ISO.

Diisi “Tidak” dalam hal perusahaan tidak memiliki sertifikat 1ISO.

B. Data Penanggung Jawab dan Pemilik Perusahaan

1. Pimpinan / Penanggung Jawab Perusahaan

Diisi sesuai jumlah pimpinan / penanggung jawab perusahaan yang tercantum
dalam akte pendirian / akte perubahan perusahaan atau bukti penetapan lainnya.

Jabatan : Diisi nama jabatan pimpinan / penanggung jawab perusahaan.
Nama : Diisi nama pimpinan / penanggung jawab perusahaan sesuai jabatannya.

Bukti identitas : Dipilih / diisi sesuai jenis, nomor dan tanggal akhir masa berlaku
bukti identitas pimpinan / penanggung jawab perusahaan.

Alamat : Diisi alamat pimpinan / penanggung jawab perusahaan sesuai dengan bukti
identitas yang bersangkutan. Tatacara pengisian alamat, kelurahan/desa,
kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode pos nomor telepon dan faksimili serta
status penguasaan lokasi usaha sama dengan tatacara pengisian kantor

NPWP : Diisi 15 (lima belas) angka NPWP pimpinan / penanggung jawab sesuai
yang tercantum dalam Kartu NPWP.

Kewarganegaraan : Diisi kewarganegaraan pimpinan / penanggung jawab
perusahaan.

2. Komisaris / Pemilik / Sekutu

Diisi sesuai jumlah komisaris / pemilik / sekutu perusahaan yang tercantum dalam
akte pendirian / akte perubahan perusahaan atau bukti penetapan lainnya.

Jabatan : Diisi nama jabatan komisaris / pemilik / sekutu perusahaan.
Nama : Diisi nama komisaris / pemilik / sekutu perusahaan sesuai jabatannya.

Bukti identitas : Dipilih / diisi sesuai jenis, nomor dan tanggal akhir masa berlaku
bukti identitas komisaris / pemilik / sekutu perusahaan.

Alamat : Diisi alamat komisaris / pemilik / sekutu perusahaan sesuai dengan bukti
identitas. Tatacara pengisian alamat, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota,
provinsi, kode pos nomor telepon dan faksimili serta status penguasaan lokasi
usaha sama dengan tatacara pengisian kantor

NPWP : Diisi 15 (lima belas) angka NPWP komisaris / pemilik / sekutu sesuai yang
tercantum dalam Kartu NPWP.

Kewarganegaraan : Diisi kewarganegaraan komisaris / pemilik / sekutu perusahaan.

3. Tergabung dalam afiliasi kelompok / grup usaha

Dipiliih “Ya” dan diisi nama kelompok / grup usaha apabila perusahaan tergabung
dalam afiliasi kelompok / grup usaha.

Dipiliih “Tidak” apabila perusahaan tidak tergabung dalam afiliasi kelompok / grup
usaha.

4. Struktur organisasi perusahaan

Dipilih sesuai jumlah tingkatan organisasi di bawah pimpinan tertinggi perusahaan.

Apabila pengguna jasa merupakan perorangan agar dipilih “Lainnya”.

5. Jumlah karyawan perusahaan saat ini

Dipilih sesuai jumliah karyawan perusahaan (tetap atau kontrak).

Data Keuangan Perusahaan

1. Data laporan keuangan perusahaan

Diisi sesuai data yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir perusahaan.

Tanggal laporan keuangan : Diisi tanggal laporan keuangan perusahaan dibuat.



- Periode laporan keuangan : Diisi tanggal awal dan tanggal akhir periode laporan
keuangan perusahaan.

- Pengisian data angka laporan keuangan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
v' Tanpa menggunakan tanda pemisah “.” maupun “,”.
v' Angka pecahan di belakang koma dibulatkan ke atas.

v Data laporan keuangan yang menunjukkan nilai negatif harus diawali dengan
tanda baca “-* (minus).

- Pendapatan / penjualan : Diisi angka pendapatan bersih apabila merupakan
perusahaan jasa dan / atau angka penjualan bersih apabila merupakan perusahaan
perdagangan / produsen.

- Harga pokok penjualan : Diisi angka harga pokok penjualan apabila merupakan
perusahaan perdagangan / produsen dan / atau beban-beban yang berkaitan
langsung dengan pendapatan apabila merupakan perusahaan jasa.

- Persediaan awal : Diisi angka persediaan awal barang jadi (untuk perusahaan
perdagangan / produsen).

- Pembelian / harga pokok produksi : Diisi angka pembelian apabila merupakan
perusahaan perdagangan dan / atau angka harga pokok produksi apabila
merupakan perusahaan produsen.

- Persediaan akhir : Diisi angka persediaan akhir barang jadi (untuk perusahaan
perdagangan / produsen).

- Laba / rugi kotor : Diisi angka laba / rugi kotor yang merupakan selisih pendapatan /
penjualan dengan harga pokok penjualan.

- Beban administrasi dan penjualan : Diisi angka beban administrasi dan penjualan
dan / atau beban-beban yang tidak berkaitan langsung dengan pendapatan /
penjualan.

- Laba/ rugi bersih : Diisi angka laba / rugi bersih setelah pajak (apabila pajak dibayar
/ diakui).

- Aset lancar : Diisi angka total aset lancar.

- Aset tetap : Diisi angka total aset tetap.

- Aset lainnya : Diisi angka total aset lainnya (selain aset lancar dan aset tetap).
- Total aset : Diisi jumlah aset lancar, aset tetap dan aset lainnya.

- Hutang jangka pendek : Diisi angka total hutang jangka pendek / hutang lancar.

- Hutang jangka panjang : Diisi angka total hutang jangka panjang. Apabila
perusahaan memiliki hutang / kewajiban lainnya maka total hutang / kewajiban
lainnya tersebut dimasukkan dalam total hutang jangka panjang.

- Total hutang : Diisi angka total hutang (hutang jangka pendek dan hutang jangka
panjang).

- Total modal : Diiisi angka total modal pada saat pelaporan keuangan.

- Laba ditahan : Diisi jumlah laba ditahan pada saat pelaporan keuangan (selisih
antara modal awal / disetor dengan total modal).

2. Rekening bank atas nama perusahaan
- Diisi sesuai jumlah rekening bank yang dimiliki perusahaan.

- Diisi nama bank, nomor rekening, jenis rekening dan jenis valuta rekening bank atas
nama perusahaan.

3. Audit akuntan publik

- Audit akuntan publik adalah audit terhadap perusahaan yang dilakukan oleh akuntan
publik dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan
perusahaan.

- Dipilih “Pernah” dan diisi nama akuntan publik, tahun laporan dan opini atas hasil
audit akuntan publik apabila perusahaan pernah diaudit oleh kantor akuntan publik.

- Dipilih “Tidak” apabila perusahaan belum pernah diaudit oleh kantor akuntan publik.



4. Audit DJBC

- Audit DJBC adalah audit kepabeanan dan / atau audit cukai yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap perusahaan.

- Dipilih sesuai jumlah pelaksanaan audit DJBC terhadap perusahaan.
5. Audit DJP

- Audit DJP adalah audit di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pajak terhadap perusahaan.

- Dipilih sesuai jumlah pelaksanaan audit DJP terhadap perusahaan.
6. Memiliki audit internal

- Dipilih “Ya” apabila perusahaan memiliki unit audit internal dalam struktur organisasi
perusahaan.

- Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki unit audit internal dalam struktur
organisasi perusahaan.

7. Aplikasi sistem akuntansi
- Dipilih sesuai jenis penyelenggaraan pembukuan yang diterapkan oleh perusahaan.

- Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program umum dalam
komputer (misalnya Microsoft Office), maka dipilih “Manual dengan bantuan
komputer”,

- Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program aplikasi
akuntansi dalam komputer (misalnya MYOB), maka dipilih “Manual dan EDFP”.

- Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program aplikasi
akuntansi yang khusus untuk perusahaan tersebut dengan menggunakan server
komputer sendiri, maka dipilih “Electronic Data Processing (EDP)”.

8. Kualifikasi kepala bagian / manajer pembukuan (akuntansi)

Dipilih sesuai kualifikasi kepala bagian / manajer pembukuan (akuntansi) perusahaan.

D.1. Data Khusus Importir
1. Angka Pengenal Importir (AP)
Diisi nomor, tanggal dan instansi penerbit API yang dimiliki perusahaan.
2. Jenis importir
- Dipilih sesuai jenis APl yang dimiliki perusahaan.

- Dalam hal API yang dimiliki merupakan APl Produsen namun perusahaan belum /
tidak memiliki pabrik, maka jenis importir agar dipilih “Lain-lain”.

3. Penandatangan dokumen impor (penanggung jawab sebagaimana yang tercantum
dalam API)

- Diisi sesuai jumlah penanggung jawab perusahaan yang tercantum dalam API.

- Jabatan : Diisi nama jabatan pimpinan / penanggung jawab perusahaan sesuai yang
tercantum dalam APL.

- Nama : Diisi nama pimpinan / penanggung jawab perusahaan sesuai jabatan yang
tercantum dalam API.

- Bukti identitas : Dipilih / diisi sesuai jenis, nomor dan tanggal akhir masa berlaku
bukti identitas pimpinan / penanggung jawab perusahaan.

- Alamat : Diisi alamat pimpinan / penanggung jawab perusahaan sesuai dengan bukti
identitas yang bersangkutan. Tatacara pengisian alamat, kelurahan/desa,
kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode pos nomor telepon dan faksimili serta
status penguasaan lokasi usaha sama dengan tatacara pengisian kantor.

4. Jenis usaha sesuai API

Diisi jenis usaha importir sesuai yang tercantum dalam API.



5. Pemenuhan kewajiban kepabeanan

Dipilih sesuai cara pemenuhan kewajiban kepabeanan yang dilakukan / akan
dilakukan oleh perusahaan.

Apabila pemenuhan kewajiban kepabeanan ada yang dikuasakan, maka data
NPWP dan nama PPJK harus diisi.

6. Media yang digunakan untuk menyelesaikan PIB

Dipilih sesuai media yang digunakan / akan digunakan dalam penyelesaian
Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Jika media yang digunakan dalam penyelesaian PIB adalah PDE Importir, maka
nomor PDE Kepabeanan harus diisi.

7. Memiliki ahli kepabeanan

Dipilih “Ya” apabila perusahaan memiliki pegawai tetap dengan kualifikasi sebagai
ahli kepabenan.

Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki pegawai tetap dengan kualifikasi
sebagai ahli kepabenan.

Kualifikasi sebagai ahli kepabeanan dibuktikan dengan dimilikinya sertifikat ahli
kepabeanan yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
(BPPK) Kementerian Keuangan.

Apabila memilih “Ya” maka nama, jabatan, nomor seri dan nomor sertifikat ahli
kepabeanan terkait harus diisi.

8. Memiliki fasilitas kepabeanan dalam rangka impor

Dipilih “Ya” apabila perusahaan memiliki fasilitas kepabeanan dalam rangka impor.

Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki fasilitas kepabeanan dalam rangka
impor.

Apabila memilih “Ya” maka nama fasilitas kepabeanan harus dipilih dan nomor surat
keputusan pemberian fasilitas terkait harus diisi (dapat lebih dari satu).

9. Tergabung dalam asosiasi usaha importir

Dipilih “Ya” apabila perusahaan tergabung dalam asosiasi usaha di bidang impor.

Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak tergabung dalam asosiasi usaha di bidang
impor.

Apabila memilih “Ya” maka nama asosiasi dan tanggal terdaftar sebagai anggota
asosiasi terkait harus diisi (dapat lebih dari satu).

10. Komoditi utama yang diimpor

Diisi dengan uraian singkat barang yang dapat menunjukkan jenis barang secara
spesifik serta 6 (enam) digit pertama nomor HS.

Setiap isian komoditi harus dipilih antara :
v “Rencana” apabila komoditi tersebut belum pernah diimpor, atau ;

v “Realisasi” apabila komoditi tersebut sudah pernah diimpor.

D.2. Data Khusus Eksportir
1. Memiliki izin ekspor dari instansi pemerintah

Dipilih “Ya” apabila perusahaan memiliki izin ekspor (ataé komoditi tertentu) dari
instansi pemerintah.

Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki izin ekspor (atas komoditi tertentu)
dari instansi pemerintah.

Apabila memilih “Ya” maka nama instansi penerbit, nama perizinan, nomor perizinan
dan tanggal perizinan harus diisi.



2. Pemenuhan kewajiban kepabeanan

Dipilih sesuai cara pemenuhan kewajiban kepabeanan yang dilakukan / akan
dilakukan oleh perusahaan.

Apabila pemenuhan kewajiban kepabeanan ada yang dikuasakan, maka data
NPWP dan nama PPJK harus diisi.

3. Media yang digunakan untuk menyelesaikan PEB

Dipilih sesuai media yang digunakan / akan digunakan dalam penyelesaian
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Jika media yang digunakan dalam penyelesaian PEB adalah PDE Eksportir, maka
nomor PDE Kepabeanan harus diisi.

4. Memiliki ahli kepabeanan

Dipilih “Ya” apabila perusahaan memiliki pegawai tetap dengan kualifikasi sebagai
ahli kepabenan.

Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki pegawai tetap dengan kualifikasi
sebagai ahli kepabenan.

Kualifikasi sebagai ahli kepabeanan dibuktikan dengan dimilikinya sertifikat ahli
kepabeanan yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
(BPPK) Kementerian Keuangan.

Apabila memilih “Ya’ maka nama, jabatan, nomor seri dan nomor sertifikat ahli
kepabeanan terkait harus diisi.

5. Tergabung dalam asosiasi usaha eksportir

Dipilih “Ya” apabila perusahaan tergabung dalam asosiasi usaha di bidang ekspor.

Dipilih “Tidak™ apabila perusahaan tidak tergabung dalam asosiasi usaha di bidang
ekspor.

Apabila memilih “Ya” maka nama asosiasi dan tanggal terdaftar sebagai anggota
asosiasi terkait harus diisi (dapat lebih dari satu).

6. Komoditi utama yang diekspor

Diisi dengan uraian singkat barang yang dapat menunjukkan jenis barang secara
spesifik serta 6 (enam) digit pertama nomor HS.

Setiap isian komoditi harus dipilih antara :
v “Rencana” apabila komoditi tersebut belum pernah diekspor, atau ;
v “Realisasi” apabila komoditi tersebut sudah pernah diekspor.

D.3. Data Khusus PPJK
1. Perizinan sebagai PPJK

Nomor Pokok PPJK : Diisi Nomor Pokok PPJK.

Nomor dan tanggal Surat Keputusan : Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan
sebagai PPJK. '

Nomor dan tanggal Surat Keputusan Perubahan terakhir : Diisi nomor dan tanggal
Surat Keputusan Perubahan terakhir sebagai PPJK (apabila ada).

2. Ahli kepabeanan

Diisi sesuai jumlah ahli kepabeanan yang terdaftar / dimiliki oleh perusahaan.
Nama : Diisi nama ahli kepabeanan.
Jabatan : Diisi jabatan ahli kepabeanan dalam perusahaan.

Alamat : Diisi alamat ahli kepabeanan sesuai dengan bukti identitas yang
bersangkutan. Tatacara pengisian alamat, kelurahan/desa, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi, kode pos nomor telepon dan faksimili serta status
penguasaan lokasi usaha sama dengan tatacara pengisian kantor.

Nomor seri sertifikat : Diisi nomor seri sertifikat ahli kepabeanan.
Nomor sertifikat : Diisi nomor sertifikat ahli kepabeanan.



3. Memiliki pelanggan utama

Dipilih “Ya” apabila perusahaan memiliki pelanggan (custumer) utama dalam
usahanya sebagai PPJK.

Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki pelanggan (custumer) utama
dalam usahanya sebagai PPJK.

Apabila memilih “Ya” maka NPWP dan nama pelanggan utama harus diisi.

4. Mempunyai usaha lain selain sebagai PPJK, Importir, Eksportir atau Pengangkut

Dipilih “Ya” dan diisi jenis usaha apabila perusahaan memiliki usaha lain selain
bidang usaha PPJK, Importir, Eksportir atau Pengangkut.

Dipilih “Tidak™ apabila perusahaan tidak memiliki usaha lain selain bidang usaha
PPJK, Importir, Eksportir atau Pengangkut.

5. Memiliki Nomor PDE Kepabeanan (EDI! Number)

Dipilih “Ya” dan diisi nomor Nomor PDE Kepabeanan apabila perusahaan memiliki
Nomor PDE Kepabeanan.

Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki Nomor PDE Kepabeanan.

6. Tergabung dalam asosiasi usaha PPJK

Dipilih “Ya” apabila perusahaan tergabung dalam asosiasi usaha di bidang
pengurusan jasa kepabeanan.

Dipilih “Tidak™ apabila perusahaan tidak tergabung dalam asosiasi usaha di bidang
pengurusan jasa kepabeanan.

Apabila memilih “Ya” maka nama asosiasi dan tanggal terdaftar sebagai anggota
asosiasi terkait harus diisi (dapat lebih dari satu).

D.4. Data Khusus Pengangkut

1. Jenis usaha angkutan

Dipilih sesuai jenis usaha angkutan (dapat lebih dari satu).

Nomor perizinan dan tanggal : Diisi nomor dan tanggal surat izin usaha angkutan
terkait yang dimiliki perusahaan.

2. Sarana pengangkut yang dimiliki

Sarana pengangkut air

Diisi sejumlah sarana pengangkut yang dimiliki.

Nama sarana pengangkut : Diisi nama sarana pengangkut sebagaimana yang
tercantum pada lambung / badan sarana pengangkut.

Nomor register : Diisi nomor register sarana pengangkut.

Kapasitas muatan : Diisi jumlah kapasitas maksimal penumpang (orang) dan / atau
barang (dalam MT).

Jenis trayek : Dipilih antara “Tidak terjadwal’ atau “Terjadwal”. Apabila dipilih
“Terjadwal” maka harus diisi rute trayek.

Sarana pengangkut udara

Diisi sejumlah sarana pengangkut yang dimiliki.

Nama sarana pengangkut : Diisi nama sarana pengangkut sebagaimana yang
tercantum pada lambung / badan sarana pengangkut.

Nomor register : Diisi nomor register sarana pengangkut.
Jenis sarana pengangkut : Dipilih antara “Penumpang” atau “Kargo”.
Tipe sarana pengangkut : Diisi sesuai tipe sarana pengangkut.

Jenis trayek : Dipilih antara “Tidak terjadwal’ atau “Terjadwal’. Apabila dipilih
“Terjadwal” maka harus diisi rute trayek.



Sarana pengangkut darat
- Diisi sesuai jenis dan jumlah sarana pengangkut yang dimiliki.
- Dapat diisi untuk lebih dari satu jenis sarana pengangkut.
3. Tergabung dalam asosiasi usaha pengangkut

- Dipilih “Ya” apabila perusahaan tergabung dalam asosiasi usaha di bidang
pengangkutan.

- Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak tergabung dalam asosiasi usaha di bidang
pengangkutan.

- Apabila memilih “Ya” maka nama asosiasi dan tanggal terdaftar sebagai anggota
asosiasi terkait harus diisi (dapat lebih dari satu).

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001
Salinan Sesuai dengan Aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal




LAMPIRAN I

‘"PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-21/BC/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA — 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA - 10002
TELEPON (021) 4890308 FAKSIMILI (021) 4753411 SITUS www.beacukai.go.id

BUKTI PENGIRIMAN ISIAN REGISTRASI KEPABEANAN
(BPI-RK)

NOMOR BPI- ...(1)... /BC.92/RK/20...(2)...

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tanggal 30
Maret 2011 tentang Registrasi Kepabeanan, dengan ini telah diterima Isian Registrasi
Kepabeanan yang dikirim oleh :

Nama Perusahaan e (B) e
NPWP U (B) e,
Alamat e (B) e

Isian Registrasi Kepabeanan tersebut kami terima dengan catatan bahwa :
1. Untuk proses lebih lanjut Saudara wajib menyerahkan salinan dokumen berupa :

2. Salinan dokumen tersebut harus diterima oleh Subdirektorat Registrasi Kepabeanan —
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
tanggal bukti pengiriman ini.

3. Penyampaian salinan dokumen dapat dilakukan melalui kiriman pos, jasa titipan, surat
elektronik (e-maif), faksimili, dan / atau penyerahan langsung.

4. Apabila salinan dokumen belum diterima secara lengkap dan jelas sampai batas waktu
yang ditetapkan, permohonan registrasi kepabeanan yang diajukan tidak dapat diproses
dan Saudara dapat mengirimkan kembali Isian Registrasi Kepabeanan.

5. Pemohon registrasi kepabeanan bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang
diserahkan, baik secara formal maupun material.

Jakarta, .............. £ ) IO,

Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan,
Ttd

................... (=) T,

NIP .......... L)

Dokumen ini tidak memeriukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan



Petunjuk Pengisian
Bukti Pengisian Isian Registarasi Kepabeanan

(Lampiran 11)
Angka (1) . disi nomor Bukti Pengiriman Isian Registrasi Kepabeanan
Angka (2) :  disi tahun Bukti Pengiriman Isian Registrasi Kepabeanan
Angka (3) :  disi nama perusahaan
Angka (4) . disi NPWP perusahaan
Angka (5) . disi alamat perusahaan
Angka (6) disi nomor urut dokoumen yang wajib diserahkan
Angka (7) Disi jenis dokumen yang waijib diserahkan
Angka (8) . disi tanggal Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan
Angka (9) . disi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mentandatangani Tanda Terima

Permohonan Registrasi Kepabeanan

Angka (10) . disi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang mentandatangani Tanda Terima
Permohonan Registrasi Kepabeanan

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001
Salinan Sesuai dengan Aslinya,
=, O€kretaris Direktorat Jenderal




LAV LUKAN 111
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-21/BC/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT INFORMAS! KEPABEANAN DAN CUKAI

JALAN JENDERAL A, YANI JAKARTA ~ 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA - 10002
TELEPON (021) 4890308 FAKSIMIL1 (021) 4753411 SITUS www.beacukai.go.id

TANDA TERIMA PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN
(TTP-RK)

NOMOR TTP- ...(1)... /BC.92/RK/20...(2)...

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tanggal 30
Maret 2011 tentang Registrasi Kepabeanan, kami telah menerima permohonan registrasi
kepabeanan secara lengkap atas nama :

Nama Perusahaan e (3) i,
NPWP U (B
Alamat L s (B) e,

Permohonan registrasi kepabeanan tersebut kami terima dengan catatan bahwa ;

1. TTP-RK ini merupakan bukti bahwa permohonan registrasi kepabeanan yang Saudara
ajukan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara lengkap dan jelas,
serta memenuhi persyaratan untuk dilakukan proses penelitian administrasi.

2. Dalam hal diperlukan untuk penelitian administrasi, Pejabat Bea dan Cukai dapat
meminta dokumen tambahan kepada Saudara, yang akan disampaikan melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan pada laman http://www.beacukai.go.id atau Kantor
Pabean tempat Saudara mengajukan perrmohonan Registrasi Kepabeanan secara
manual.

3. Keputusan persetujuan atau penolakan registrasi kepabeanan akan diberikan dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal TTP-RK ini dan akan
diberitahukan kepada Saudara melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan pada
laman http:/Amwww.beacukai.go.id atau Kantor Pabean tempat Saudara mengajukan
perrmohonan Registrasi Kepabeanan secara manual.

Jakarta, ............... ((5) O
Kepala Subdirektorat Registrasi
Kepabeanan,

Ttd

.................. (7).

NIP ............ (<) IRV

Dokumen ini tidak memeriukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan



Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)

Angka (8)

Petunjuk Pengisian
Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan

(Lampiran llI)

. Diisi nomor surat keluar untuk penomoran TTP-RK

. Diisi tahun TTP-RK

. Diisi nama perusahaan

: Diisi NPWP perusahaan

: Diisi alamat perusahaan

. Diisi tanggal, bulan, tahun TTP-RK

: Diisi nama Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan

. Diisi NIP Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001
Salinan Sesuai dengan Aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.



LAMPIRAN TV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-21/BC/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA — 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA — 10002
TELEPON (021) 4890308 FAKSIMILI (021) 4753411 SITUS www.bsacukai.go.id

TANDA PENGEMBALIAN PERMOHONAN REGISTRAS| KEPABEANAN
(TPP-RK)

NOMOR TPP- ...(1)... /BC.92/RK/20...(2)...

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tanggal 30
Maret 2011 tentang Registrasi Kepabeanan, dengan ini disampaikan bahwa permohonan
registrasi kepabeanan yang diajukan oleh :

Nama Perusahaan e ()i
NPWP e ()i
Alamat e (8) e

tidak dapat kami proses lebih lanjut, karena salinan dokumen yang diwajibkan tidak kami
terima atau diterima tetapi tidak lengkap dan jelas dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari
kerja sejak tanggal BPI-RK.

Untuk proses lebih lanjut, Saudara dapat mengirimkan kembali Isian Registrasi
Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan pada laman
hitp://www.beacukai.go.id.

Jakarta, .............. ()
Kepala Subdirektorat Registrasi
Kepabeanan,

Ttd

................ 74 ISP

NIP ......... =) IO

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan



Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)

Angka (8)

Petunjuk Pengisian
Tanda Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan

(Lampiran IV)

. Diisi nomor surat keluar untuk penomoran TPP-RK

: Diisi tahun TPP-RK

: Diisi nama perusahaan

. Diisi NPWP perusahaan

: Diisi alamat perusahaan

. Diisi tanggal, bulan, tahun TPP-RK

. Diisi nama Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan

. Diisi NIP Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001
Salinan Sesuai dengan Aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
ila Bagian umum



LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-21/BC/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

TANDA TERIMA BERKAS REGISTRASI KEPABEANAN
(TTB-RK)

NOMOR TTB- ...(3)... /BC.92/RK/20...(4)...

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tanggal 30
Maret 2011 tentang Registrasi Kepabeanan, kami telah menerima permohonan registrasi
kepabeanan secara manual atas hama ;

Nama Perusahaan e ()
NPWP e, (B) ettt
Alamat e 4 P

Permohonan registrasi kepabeanan tersebut kami terima dengan catatan bahwa :

1. TTB-RK ini merupakan bukti bahwa permohonan registrasi kepabeanan yang Saudara
ajukan secara manual telah diterima oleh Kantor Pabean secara iengkap dan jelas, serta
memenuhi persyaratan untuk dilakukan proses penelitian administrasi.

2. Kantor Pabean akan meneruskan permohonan Saudara melalui Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan dan mengirimkan salinan dokumen yang diwajibkan kepada
Subdirektorat Registrasi Kepabeanan — Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Direktur akan menerbitkan Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan (TTP-RK)
setelah permohonan Registrasi Kepabeanan Saudara diterima secara lengkap dan jelas
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal TTB-RK ini.

4. TTP-RK akan disampaikan kepada Saudara melalui Kantor Pabean di mana Saudara
mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan.

5. Pemohon registrasi kepabeanan bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang
diserahkan, baik secara formal maupun material.

Jakarta, .............. (51 IO
Kepala Kantor,



Petunjuk Pengisian
Tanda Terima Berkas Registrasi Kepabeanan

(Lampiran V)

Angka (1) : Diisi nama Kantor Pabean yang melayani permohonan Registrasi
Kepabeanan secara manual

Angka (2) : Diisi alamat Kantor Pabean yang melayani permohonan Registrasi
Kepabeanan secara manual

Angka (3) : Diisi nomor surat keluar untuk penomoran TTB-RK
Angka (4) : Diisi tahun TTB-RK

Angka (5) : Diisi nama perusahaan

Angka (6) : Diisi NPWP perusahaan

Angka (7) : Diisi alamat perusahaan

Angka (8) : Diisi tanggal, bulan, tahun TTB-RK

Angka (9) : Diisi nama Kepala Kantor Pabean yang melayani permohonan Registrasi
Kepabeanan secara manual

Angka (10) : Diisi NIP Kepala Kantor Pabean yang melayani permohonan Registrasi
Kepabeanan secara manual

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001
Salinan Sesuai dengan Aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal




LAMPIRAN VI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-21/BC/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN.

TATA KERJA REGISTRASI KEPABEANAN
SECARA MANUAL

Eksportir :

1.

10.
. Menerima hasil cetak Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (SPP-

11

Mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan secara manual melalui Kantor
Pabean yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah untuk melayani Registrasi Kepabeanan
secara manual, dengan cara mengisi Formulir Isian Registrasi Kepabeanan.
Menyerahkan Isian Registrasi Kepabeanan beserta salinan dokumen yang diwajibkan
ke Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan secara
manual.

Menerima Tanda Terima Berkas Registrasi Kepabeanan (TTB-RK) dari Kepala
Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan secara
manual dan mengarsipkannya.

Menerima hasil cetak respon penolakan Isian Registrasi Kepabeanan melalui Kantor
Pabean tempat mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan secara manual,
dalam hal Isian Registrasi Kepabeanan tidak memenuhi syarat validasi dan dapat
mengisi kembali Formulir Isian Registrasi Kepabeanan.

Menerima hasil cetak Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan (TTP-RK)
melalui Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan
secara manual dan mengarsipkannya.

Menerima hasil cetak Tanda Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan
(TPP-RK) melalui Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan Registrasi
Kepabeanan secara manual dan mengarsipkannya.

Menerima hasil cetak Permintaan Dokumen Tambahan Registrasi Kepabeanan
(PDT-RK) melalui Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan Registrasi
Kepabeanan secara manual, dalam hal diperlukan dokumen tambahan.

Menyerahkan salinan dokumen tambahan sebagaimana yang tercantum dalam PDT-
RK ke Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan
secara manual

Menerima soffcopy dan / atau hasil cetak Lembar Nomor identitas Kepabeanan (NIK)
dari Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan secara
manual dan mengarsipkannya.

Menerima Lembar NIK melalui kiriman pos.

RK) melalui Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan
secara manual, dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan ditolak dan eksportir
dapat mengajukan permohonan kembali untuk melakukan Registrasi Kepabeanan.

Kantor Pabean Yang Melayani Registrasi Kepabeanan Secara Manual :

1.

2.

Menerima Isian Registrasi Kepabeanan secara manual dan salinan dokumen yang
diwajibkan dari eksportir.

Menerbitkan dan menyerahkan Tanda Terima Berkas Registrasi Kepabeanan (TTB-
RK) kepada eksportir.



3. Login ke Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan melalui laman Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai di alamat hifp.//www.beacukai.go.id dengan menggunakan user
Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan secara
manual.

4. Merekam data TTB-RK ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

5. Merekam dan meneruskan data lsian Registrasi Kepabeanan yang diterima dari
eksportir kepada Subdirektorat Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah tanggal TTB-RK
melalui cara penyampaian yang teiah ditetapkan.

6. Menerima dan menyampaikan respon penolakan Isian Registrasi Kepabeanan
kepada eksportir, dalam hal Isian Registrasi Kepabeanan tidak memenuhi syarat
validasi.

7. Mengirim salinan dokumen yang diwajibkan ke Subdirektorat Registrasi Kepabeanan,
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai paling lama 1 (satu) hari kerja
setelah tanggal TTB-RK melalui cara penyampaian yang telah ditetapkan.

8. Menerima TTP-RK melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal salinan
dokumen telah diterima secara lengkap dan jelas dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal TTB-RK

9. Menyampaikan hasil cetak TTP-RK dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
kepada eksportir.

10. Menerima TPP-RK melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal salinan
dokumen tidak diterima atau diterima tetapi tidak lengkap dan jelas dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal TTB-RK.

11. Menyampaikan hasil cetak TPP-RK dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
kepada eksportir.

12. Menerima PDT-RK melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal
diperlukan dokumen tambahan.

13. Menyampaikan hasil cetak PDT-RK dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
kepada eksportir.

14. Menerima salinan dokumen tambahan sebagaimana yang tercantum dalam PDT-RK
dari Eksportir.

15. Mengirim salinan dokumen tambahan ke Subdirektorat Registrasi Kepabeanan,
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui cara penyampaian yang
telah ditetapkan.

16. Menerima copy elektronik Lembar Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan
disetujui.

17. Menyampaikan softcopy dan / atau hasil cetak Lembar Nomor Identitas Kepabeanan
(NIK) dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan kepada eksportir.

18. Menerima Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (SPP-RK) melalui
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal permohonan Registrasi
Kepabeanan ditolak.

19. Menyampaikan hasil cetak Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan
(SPP-RK) dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan ke Eksportir dan Eksportir
dapat mengajukan kembali permohonan untuk melakukan Registrasi Kepabeanan.

lil. Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan :

1. Menerima rekaman data TTB-RK dari komputer Kantor Pabean yang melayani
Registrasi Kepabeanan secara manual.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Menerima Isian Registrasi Kepabeanan dari komputer Kantor Pabean yang melayani
Registrasi Kepabeanan secara manual.

Melakukan validasi atas Isian Registrasi Kepabeanan.

Mengirim respon penolakan Isian Registrasi Kepabeanan ke komputer Kantor
Pabean tempat mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan secara manual,
dalam hal Isian Registrasi Kepabeanan tidak memenuhi syarat validasi.

Menerbitkan dan meneruskan TTP-RK ke komputer Kantor Pabean tempat
mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan secara manual, dalam hal salinan
dokumen telah diterima secara lengkap dan jelas dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal TTB-RK

Meneruskan data Isian Registrasi Kepabeanan ke komputer Petugas Analis
Registrasi Kepabeanan.

Menerbitkan dan meneruskan TPP-RK ke komputer Kantor Pabean tempat
mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan secara manual, dalam hal salinan
dokumen tidak diterima atau diterima tetapi tidak lengkap dan jelas dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal TTB-RK.

Menerbitkan dan meneruskan PDT-RK ke Kantor Pabean tempat mengajukan
permohonan Registrasi Kepabeanan secara manual, dalam hal dipertukan dokumen
tambahan

Meneruskan data eksportir pemohon Registrasi Kepabeanan ke komputer Petugas
Penerima Dokumen Registrasi Kepabeanan.

Meneruskan data Isian Registrasi Kepabeanan ke komputer Petugas Analis
Registrasi Kepabeanan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal PDT-RK, dalam hal
dokumen tambahan telah diterima secara lengkap dan jelas maupun tidak terdapat
salinan dokumen tambahan yang diterima.

Meneruskan data Eksportir pemohon Registrasi Kepabeanan dan rekomendasi hasil
analisis Isian Registrasi Kepabeanan Petugas Analis Registrasi Kepabeanan ke
komputer Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan.

Menerbitkan dan meneruskan Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan
(SPP-RK) ke komputer Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan Registrasi
Kepabeanan secara manual, dalam hal Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan
menolak permohonan Registrasi Kepabeanan.

Meneruskan Usulan Persetujuan Permohonan Registrasi Kepabeanan ke komputer
Kasubdit Registrasi Kepabeanan, dalam hal Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan
menyetujui permohonan Registrasi Kepabeanan.

Meneruskan Memorandum Perbaikan Isian Registrasi Kepabeanan (MPI-RK) ke
komputer Kasubdit Registrasi Kepabeanan, dalam Usulan Persetujuan Permohonan
Registrasi disertai dengan perbaikan data Isian Registrasi Kepabeanan.

Menerima dan meneruskan MPI-RK ke komputer Petugas Perekam Data Registrasi
Kepabeanan, dalam hal Kasubdit Registrasi Kepabeanan menyetujui MPI-RK.

Melakukan updating Isian Registrasi Kepabeanan sesuai perekaman perbaikan data
Isian Registrasi Kepabeanan yang dilakukan oleh Petugas Perekam Data Registrasi
Kepabeanan.

Menerima respon persetujuan permohonan Registrasi Kepabeanan dari komputer
Kasubdit Registrasi Kepabeanan

Menerbitkan konsep Lembar NIK

Meneruskan copy elektronik Lembar NIK ke komputer Kantor Pébean tempat
mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan secara manual.

Menerbitkan dan meneruskan Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan
(SPP-RK) ke komputer Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan Registrasi



Kepabeanan secara manual, dalam hal Kasubdit Registrasi Kepabeanan menolak
permohonan Registrasi Kepabeanan

21. Mengirim data eksportir yang telah memperoleh NIK ke Direktorat Penindakan dan
Penyidikan.

IV. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai :

1.

Petugas Penerima Dokumen Registrasi Kepabeanan pada Subdirektorat Registrasi

Kepabeanan :

1.1 Menerima data Eksportir pemohon Registrasi Kepabeanan secara manual
dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

1.2 Menerima dan merekam daftar salinan dokumen yang telah diterima dari
Kantor Pabean yang ditetapkan Kantor Wilayah untuk melayani Registrasi
Kepabeanan secara manual ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

1.3 Mengadministrasikan salinan dokumen yang diterima dari Kantor Pabean

1.4

1.5

1.6

yang ditetapkan Kantor Wilayah untuk melayani Registrasi Kepabeanan
secara manual untuk keperluan penelitan administrasi oleh Petugas Analis
Registrasi Kepabeanan.

Menerima data Eksportir pemohon Registrasi Kepabeanan secara manual
dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dalam hal terdapat permintaan
salinan dokumen tambahan oleh Petugas Analis Registrasi kepabeanan
sesuai yang tercantum pada PDT-RK.

Menerima dan merekam daftar salinan dokumen tambahan yang telah
diterima dari Kantor Pabean yang ditetapkan Kantor Wilayah untuk melayani
Registrasi Kepabeanan secara manual ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

Mengadministrasikan salinan dokumen tambahan yang telah diterima dari
Kantor Pabean yang ditetapkan Kantor Wilayah untuk melayani Registrasi
Kepabeanan secara manual untuk keperluan penelitian administrasi oleh
Petugas Analis Registrasi Kepabeanan.

Analis Registrasi Kepabeanan pada Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

Menerima data Isian Registrasi Kepabeanan dari Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

Meminta salinan dokumen yang telah sampaikan Kantor Pabean yang
ditetapkan Kantor Wilayah untuk melayani Registrasi Kepabeanan secara
manual kepada Petugas Penerima Dokumen Registrasi Kepabeanan.

Melakukan penelitian administrasi dan menganalisis Isian Registrasi
Kepabeanan, data referensi yang diterbitkan instansi terkait dan salinan
dokumen yang telah disampaikan.

Meminta dokumen tambahan yang diperlukan kepada Eksportir dengan cara
merekam daftar dokumen tambahan tersebut ke dalam Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan.

Melakukan penelitan administrasi dan menganalisis Isian Registrasi
Kepabeanan dengan salinan dokumen tambahan yang telah disampaikan.
Membuat dan menyampaikan rekomendasi hasil analisis Isian Registrasi
Kepabeanan ke Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan.



Kepala Seksi pada Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

3.1

3.2
3.3

34

3.5

3.6

Menerima data Eksportir pemohon Registrasi Kepabeanan dan rekomendasi
hasil analisis Isian Registrasi Kepabeanan dari Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

Menelaah rekomendasi hasil analisis Isian Registrasi Kepabeanan

Membuat Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (SPP-RK)
melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal permohonan
Registrasi Kepabeanan ditoiak.

Membuat dan menyampaikan Usulan Persetujuan Permohonan Registrasi
Kepabeanan ke Kasubdit Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan, dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan
disetujui.

Membuat dan menyampaikan MPI-RK, dalam hal usulan persetujuan
permohonan registrasi kepabeanan disertai dengan perbaikan Isian Registrasi
Kepabeanan.

Meneliti dan memberikan paraf pada konsep Lembar NIK.

Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

41

4.2

43

4.4

45

4.6

4.7

4.8

4.9

Menerima data Eksportir pemohon Registrasi Kepabeanan dari Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Menerima Usulan Persetujuan Permohonan Registrasi Kepabeanan dari
Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan

Menerima MPI-RK dari Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal usulan persetujuan permohonan
registrasi kepabeanan disertai dengan perbaikan Isian Registrasi
Kepabeanan.

Melakukan penelitian kembali terhadap Usulan Persetujuan Permohonan
Registrasi Kepabeanan yang disampaikan oleh Kepala seksi Registrasi
Kepabeanan

Membuat Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (SPP-RK)
melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dalam hal permohonan
Registrasi Kepabeanan ditolak.

Memberi persetujuan pada MPI-RK, dalam hal persetujuan permohonan
Registrasi Kepabeanan disertai dengan perbaikan Isian Registrasi
Kepabeanan.

Menyampaikan MPI-RK ke Petugas Perekam Data Registrasi Kepabeanan
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan untuk proses perekaman perbaikan
data isian Registrasi Kepabeanan.

Membuat persetujuan permohonan Registrasi Kepabeanan ke dalam Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Menandatangani Lembar NIK.

4.10 Mengirim data Eksportir yang telah memperoleh NIK kepada Direktorat P2.

Petugas Perekam Data Registrasi Kepabeanan pada Subdirektorat Registrasi
Kepabeanan :

5.1

52

Menerima Isian Registrasi Kepabeanan dalam hal terbit MPI-RK melalui
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Merekam data perbaikan sesuai MPI-RK ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.



Petugas Pengelola Hasil Registrasi Kepabeanan pada Subdirektorat Registrasi

Kepabeanan :

6.1  Mencetak konsep MPI-RK

6.2 Mencetak konsep lembar NIK

6.3 Memindai Lembar NIK

6.4 Mengunggah copy elektronik Lembar NIK ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

6.5 Mengirim Lembar NIK ke Eksportir melalui kiriman pos.

IV. Direktorat Penindakan dan Penyidikan :

1.

2.

Menerima data Eksportir yang yang telah memperoleh NIK melalui Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan.

Melakukan profiing dan mendistribusikan data Eksportir ke dalam sistem
komputerisasi pelayanan.

Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Eksportir.

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

Salinan Sesuai dengan Aslinya,

ekretaris Direktorat Jenderal



LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-21/BC/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

JALAN JENDERAL A, YAN! JAKARTA ~ 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA — 10002
TELEPON (021) 4890308 FAKSIMIL! (021) 4753411 SITUS www.beacukai.go.id

PERMINTAAN DOKUMEN TAMBAHAN REGISTRASI KEPABEANAN
(PDT-RK)
NOMOR PDT- ...(1)... /BC.92/RK/20...(2)...

Nomor TTP-RK s (B)
Tanggal TTP-RK e (B) e
Nama Perusahaan PP (8) e
NPWP e () TP

Untuk keperluan penelitian administrasi permohonan registrasi kepabeanan, agar
menyampaikan salinan dokumen tambahan sebagai berikut :

Catatan :

1. Salinan dokumen tambahan tersebut diserahkan kepada Subdirektorat Registrasi
Kepabeanaan — Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan harus diterima
secara lengkap dan jelas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permintaan ini.

2. Penyampaian salinan dokumen tambahan dapat dilakukan melalui kiriman pos, jasa
titipan, surat elektronik (e-mail), faksimili, dan / atau penyerahan langsung.

3. Pemohon registrasi kepabeanan bertanggung jawab atas kebenaran salinan dokumen
yang diserahkan, baik secara formal maupun material.

Jakarta, ................ [£2) T
Kepala Subdirektorat Registrasi
Kepabeanan,

Ttd

............................... (10 RO
NIP e, () T

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan



Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)

Angka (11)

Petunjuk Pengisian
Permintaan Dokumen Tambahan Registrasi Kepabeanan

(Lampiran Vi)

. Diisi nomor surat keluar untuk penomoran PDT-RK

: Diisi tahun PDT-RK

. Diisi nomor TTP-RK

. Diisi tanggal TTP-RK

: Diisi nama perusahaan

. Diisi NPWP perusahaan

. Diisi nomor urut jenis salinan dokumen

: Diisi jenis salinan dokumen

. Diisi tanggal, bulan, tahun PDT-RK

: Diisi nama Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan

. Diisi NIP Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001
Salinan Sesuai dengan Aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
w.b.
Kepala Bagian umum

)

Imik Eko Putro
NIP 19690508 198912 1 001



LAMPIRAN VIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-21/BC/2011 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

STANDAR PENILAIAN ISIAN REGISTRASI KEPABEANAN

No

Isian Re’g_i‘stfasi,Kepabeanan V.

A. Penilaian Keberadaan Perusahaan (Bobot 30,00%)

Status lokasi kantor

Bentuk badan usaha

Tahun akte pendirian

Status investasi

Kedudukan perusahaan

Jumiah aktiva tetap

Audit oleh DJP

Audit olenh DJBC

Memiliki 1ISO

Kepemilikan fasilitas kepabeanan

Sld oo Nioialinlw| M|~

Struktur organisasi perusahaan

-
N

Status lokasi usaha selain kantor ke-1

13

Pelaksanaan pemeriksaan lapangan

B. Penilaian Pertanggungjawaban Perusahaan (Bobot 30,00%)

1 Bentuk badan usaha

2 Tahun akte pendirian

3 NPWP pimpinan perusahaan ke-1

5 Jumlah aktiva

6 Jenis rekening ke-1

7 Status wajib pajak

8 Struktur organisasi

9 Memiliki ISO

10  |{Jumlah pimpinan / penanggung jawab
11 Jumlah komisaris / pemilik / sekutu
12 |Tergabung dalam afiliasi usaha

13 |Status investasi

14  |Pelaksanaan pemeriksaan lapangan

C. Penilaian Keuangan Perusahaan (Bobot 30,00%)

Jenis rekening ke-1

Status wajib pajak

Audit oleh DJP

Aplikasi sistem akuntansi

Memiliki unit audit internal

DA |HA WIN I~

Kualifikasi kabag / manajer pembukuan / akuntansi




7 Audit oleh akuntan publik

8 Opini akuntan publik ke-1

9 Audit oleh DJBC

10 |Memiliki ISO

11 Jumiah aktiva

12 Jumlah aktiva tetap

13 Jumiah modal

14 Periode laporan keuangan

15  |Jumlah rekening bank atas nama perusahaan

Jenis Importir

Jabatan penandatangan utama dokumen PIB

Pemenuhan kewajiban kepabeanan

Media yang digunakan untuk menyelesaikan PIB

Jabatan ahli kepabeanan

Kepemilikan fasilitas kepabeanan

Keanggotaan dalam asosiasi usaha

olomi~Nlolonlriw n|al

Pelaksanaan pemeriksaan lapangan
D.2. Penilaian Data Spesifik Perusahaan - Eksportir (¢

Status kepemilikan pabrik / perkebunan / peternakan

Kepemilikan izin ekspor atas komoditi

Keanggotaan dalam asosiasi usaha

Pemenuhan kewajiban kepabeanan

Media yang digunakan untuk menyelesaikan PEB

Audit oleh DJP

~N Ol A WIN| -

Pelaksanaan pemeriksaan lapangan

D.3. Penilaian Data Spesifik Perusahaan - PPJK (Bobot 10,00%)

Jumlah ahli kepabeanan

Jabatan ahli kepabeanan ke-1

Jabatan ahli kepabeanan ke-2

Memiliki EDI Number

Keanggotaan dalam asosiasi usaha

1
2
3
4 Jumlah pelanggan utama
6
7
8

Aktiva tetap

Keanggotaan dalam asosiasi usaha

1
2
3 Tergabung dalam afiliasi usaha
4
5

Pelaksanaan pemeriksaan lapangan




LAMPIRAN VIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-21/BC/2011 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PELAKSANA AN REGISTRASI KEPABEANAN

STANDAR PENILAIAN ISIAN REGISTRASI KEPABEANAN

No ‘ . léié‘n,‘Registrasi Kepabeanan

R

A. Penilaian Keberadaan Perusahaan (Bobot 30,00%)

Status lokasi kantor

Bentuk badan usaha

Tahun akte pendirian

Status investasi

Kedudukan perusahaan

Jumlah aktiva tetap

Audit oleh DJP

Audit oleh DJBC

Memiliki 1ISO

Kepemilikan fasilitas kepabeanan

Struktur organisasi perusahaan

Status lokasi usaha selain kantor ke-1

i Zlo0woiNio o riw N~

Pelaksanaan pemeriksaan lapangan

B. Penilaian Pertanggungjawaban Perusahaan (Bobot 30,00%)

Bentuk badan usaha

Tahun akte pendirian

NPWP pimpinan perusahaan ke-1

Jumlah aktiva

Jenis rekening ke-1

Status wajib pajak

Struktur organisasi

Memiliki 1ISO

Jumiah pimpinan / penanggung jawab

Jumiah komisaris / pemilik / sekutu

Tergabung dalam afiliasi usaha

oinldlo0loiN|loolw v

Status investasi

-
N

Pelaksanaan pemeriksaan lapangan

C. Penilaian Keuangan Perusahaan (Bobot 30,00%)

Jenis rekening ke-1

Status wajib pajak

Audit oleh DJP

Aplikasi sistem akuntansi

Memiliki unit audit internal

Kualifikasi kabag / manajer pembukuan / akuntansi

Audit oleh akuntan publik

Opini akuntan publik ke-1

Audit oleh DJBC

Memiliki ISO

Jumliah aktiva

Jumiah aktiva tetap

inlZo|loloNio g blw|N|a

Jumiah modal




14 Periode laporan keuangan

15 Jumlah rekening bank atas nama perusahaan

16 Pelaksanaan pemenksaan lapangan

D1 Penilaian Data Spesn‘lk Perusahaan - Importir (Bobot 10 OO%) o

Status kepemilikan pabrik / perkebunan / peternakan

Jenis Importir

Jabatan penandatangan utama dokumen PIB

Pemenuhan kewajiban kepabeanan

Media yang digunakan untuk menyelesaikan PIB

Jabatan ahli kepabeanan

Kepemilikan fasilitas kepabeanan

Keanggotaan dalam asosiasi usaha

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pelaksanaan pemeriksaan lapangan

D.2. Penilaian Data Spesifik Perusahaan - an - Eksportir (Bobot 10,00%)

Status kepemilikan pabrik / perkebunan / peternakan

Kepemilikan izin ekspor atas komoditi

Keanggotaan dalam asosiasi usaha

Pemenuhan kewajiban kepabeanan

Media yang digunakan untuk menyelesaikan PEB

Audit oleh DJP

‘\loucn-bwm—\

Pelaksanaan pemeriksaan lapangan

D.3. Penilaian Data Spesifik Perusahaan - PPJK (Bobot 10,00%)

Jumlah ahli kepabeanan

Jabatan ahli kepabeanan ke-1

Jabatan ahli kepabeanan ke-2

Jumlah pelanggan utama

Memiliki EDI Number

Keanggotaan dalam asosiasi usaha

mxlov.t:wm—x

Pelaksanaan pemeriksaan Iapangan
D4. Pemlalan Data Spes:fuk Perusahaan ‘Pe

gkut (Bobot 10,00%)

Memiliki trayek terjadwal

Aktiva tetap

Tergabung dalam afiliasi usaha

Keanggotaan dalam asosiasi usaha

olbh|w[ o

Pelaksanaan pemeriksaan lapangan

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

=g

Imik Eko Putro
NIP 19690508 198912 1 001

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001




LAMPIRAN IX

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-21/BC/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

TATA KERJA REGISTRASI KEPABEANAN
SECARA DALAM JARINGAN (ONLINE)

Pengguna Jasa :

1.

2.
3.

10.

11.

12.

13.
14.

Melakukan pendaftaran pengguna (user) pada laman (website) Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai di alamat hftp:.//iwww.beacukai.go.id.

Menerima pemberitahuan user id dan password melalui surat elektronik (e-mail)

Login ke Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan melalui laman Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai di alamat http//www.beacukai.go.id dengan menggunakan user id dan
password yang telah diterima

Mengisi Formulir Isian Registrasi Kepabeanan dan mengirimkan Isian Registrasi
Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Menerima respon penolakan Isian Registrasi Kepabeanan, dalam hal Isian Registrasi
Kepabeanan tidak memenuhi syarat validasi dan Pengguna Jasa dapat mengisi
kembali Formulir [sian Registrasi Kepabeanan.

Menerima Bukti Pengiriman Isian Registrasi Kepabeanan (BPI-RK) melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal isian Registrasi Kepabeanan memenuhi
syarat validasi.

Menyerahkan salinan dokumen sebagaimana yang tercantum dalam BPI-RK kepada
Subdirektorat Registrasi Kepabeanan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai melalui cara penyampaian yang telah ditetapkan.

Menerima Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan (TTP-RK) melalui
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal salinan dokumen telah diterima
secara lengkap dan jelas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sejak tanggal BPI-RK.

Menerima Tanda Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan (TPP-RK)
melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal salinan dokumen tidak
diterima atau diterima tetapi tidak lengkap dan jelas dalam jangka waktu 10 (sepuluh)
hari kerja setelah tanggal BPI-RK.

Menerima Permintaan Dokumen Tambahan Registrasi Kepabeanan (PDT-RK)
melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal diperlukan dokumen
tambahan.

Menyerahkan salinan dokumen tambahan sebagaimana yang tercantum dalam PDT-
RK kepada Subdit Registrasi Kepabeanan melalui cara penyampaian yang telah
ditetapkan.

Menerima copy elektronik Lembar Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan
disetujui.

Menerima Lembar NIK melalui kiriman pos dan mengarsipkannya.

Menerima Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (SPP-RK) melalui
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal permohonan Registrasi

Kepabeanan ditolak dan Pengguna Jasa dapat mengajukan permohonan kembali
untuk melakukan Registrasi Kepabeanan.




Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan :

>

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Menerima pendaftaran pengguna (user) untuk mendapat user id dan password.

Menerbitkan dan mengirimkan user id dan password kepada Pengguna Jasa melalui
surat elektronik (e-mail) yang dicantumkan pada saat pendaftaran user.

Menerima Isian Registrasi Kepabeanan dari Pengguna Jasa.
Melakukan validasi atas Isian Registrasi Kepabeanan.

Mengirim respon penolakan Isian Registrasi Kepabeanan ke komputer Pengguna
Jasa, dalam hal Isian Registrasi Kepabeanan tidak memenuhi syarat validasi.

Menerbitkan dan meneruskan BPI-RK ke komputer Pengguna Jasa, dalam hal Isian
Registrasi Kepabeanan memenuhi syarat validasi.

Meneruskan data Pengguna Jasa pemohon Registrasi Kepabeanan ke Petugas
Penerima Dokumen Registrasi kepabeanan, dalam hal terdapat salinan dokumen
yang harus diserahkan sesuai yang tercantum pada BPI-RK.

Menerbitkan dan meneruskan TTP-RK ke komputer Pengguna Jasa, dalam hal
salinan dokumen telah diterima secara lengkap dan jelas dalam jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggai BPI-RK.

Meneruskan data Isian Registrasi Kepabeanan ke komputer Petugas Analis
Registrasi Kepabeanan.

Menerbitkan dan meneruskan TPP-RK ke komputer Pengguna Jasa, dalam hal
salinan dokumen tidak diterima atau diterima tetapi tidak lengkap dan jelas dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal BPI-RK.

Menerbitkan dan meneruskan PDT-RK ke komputer Pengguna Jasa, dalam hal
diperlukan dokumen tambahan.

Meneruskan data Pengguna Jasa pemohon Registrasi Kepabeanan ke komputer
Petugas Penerima Dokumen Registrasi Kepabeanan.

Meneruskan data Isian Registrasi Kepabeanan ke komputer Petugas Analis
Registrasi Kepabeanan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal PDT-RK, dalam hal
dokumen tambahan telah diterima secara lengkap dan jelas maupun tidak terdapat
salinan dokumen tambahan yang diterima.

Meneruskan data Pengguna Jasa pemohon Registrasi Kepabeanan dan rekomendasi
hasil analisis Isian Registrasi Kepabeanan Petugas Analis Registrasi Kepabeanan ke
komputer Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan.

Menerbitkan dan meneruskan Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan
(SPP-RK) ke komputer Pengguna Jasa, dalam hal Kepala Seksi Registrasi
Kepabeanan menolak permohonan Registrasi Kepabeanan.

Meneruskan Usulan Persetujuan Permohonan Registrasi Kepabeanan ke komputer
Kasubdit Registrasi Kepabeanan, dalam hal Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan
menyetujui permohonan Registrasi Kepabeanan.

Meneruskan Memorandum Perbaikan Isian Registrasi Kepabeanan (MPI-RK) ke
komputer Kasubdit Registrasi Kepabeanan, dalam Usulan Persetujuan Permohonan
Registrasi disertai dengan perbaikan data Isian Registrasi Kepabeanan.

Menerima dan meneruskan MPI-RK ke komputer Petugas Perekam Data Registrasi
Kepabeanan, dalam hal Kasubdit Registrasi Kepabeanan menyetujui MPI-RK.

Melakukan updating Isian Registrasi Kepabeanan sesuai perekaman perbaikan data
Isian Registrasi Kepabeanan yang dilakukan oleh Petugas Perekam Data Registrasi
Kepabeanan.

Menerima respon persetujuan permohonan Registrasi Kepabeanan dari komputer
Kasubdit Registrasi Kepabeanan



21. Menerbitkan konsep Lembar NIK
22. Meneruskan copy elektronik Lembar NIK ke komputer Pengguna Jasa.

23. Menerbitkan dan meneruskan Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan
(SPP-RK) ke komputer Pengguna Jasa, dalam hal Kasubdit Registrasi Kepabeanan
menolak permohonan Registrasi Kepabeanan

24. Mengirim data Pengguna Jasa yang telah memperoleh NIK kepada Direktorat
Penindakan dan Penyidikan.

lil. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai :

1. Petugas Penerima Dokumen Registrasi Kepabeanan pada Subdirektorat Registrasi
Kepabeanan :

11

1.2

1.3

1.4

1.5

16

Menerima data Pengguna Jasa pemohon Registrasi Kepabeanan dari Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan dalam hal terdapat salinan dokumen yang
harus diserahkan sesuai yang tercantum pada BPI-RK.

Menerima dan merekam daftar salinan dokumen yang telah diterima dari
Pengguna Jasa ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Mengadministrasikan salinan dokumen yang diterima dari Pengguna Jasa
untuk keperiuan penelitan administrasi oleh Petugas Analis Registrasi
Kepabeanan.

Menerima data Pengguna Jasa pemohon Registrasi Kepabeanan dari Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan dalam hal terdapat permintaan salinan
dokumen tambahan oleh Petugas Analis Registrasi kepabeanan sesuai yang
tercantum pada PDT-RK.

Menerima dan merekam daftar salinan dokumen tambahan yang telah
diterima dari Pengguna Jasa ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

Mengadministrasikan salinan dokumen tambahan yang telah diterima dari
Pengguna Jasa untuk keperluan penelitian administrasi oleh Petugas Analis
Registrasi Kepabeanan.

2. Analis Registrasi Kepabeanan pada Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

2.1

2.2

2.3

24

2.5

Menerima data Isian Registrasi Kepabeanan dari Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

Meminta salinan dokumen yang telah disampaikan Pengguna Jasa kepada
Petugas Penerima Dokumen Registrasi Kepabeanan.

Melakukan penelitian administrasi dan menganalisis Isian Registrasi
Kepabeanan, data referensi yang diterbitkan instansi terkait dan salinan
dokumen yang telah disampaikan Pengguna Jasa.

Meminta dokumen tambahan yang diperlukan kepada Pengguna Jasa dengan
cara merekam daftar dokumen tambahan tersebut ke dalam Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan.

Melakukan penelitian administrasi dan menganalisis lIsian Registrasi
Kepabeanan dengan salinan dokumen tambahan yang telah disampaikan
Pengguna Jasa.



2.6

Membuat dan menyampaikan rekomendasi hasil analisis Isian Registrasi
Kepabeanan ke Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan.

Kepala Seksi pada Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

Menerima data Pengguna Jasa pemohon Registrasi Kepabeanan dan
rekomendasi hasil analisis Isian Registrasi Kepabeanan dari Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan.

Menelaah rekomendasi hasil analisis Isian Registrasi Kepabeanan

Membuat Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (SPP-RK)
melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal permohonan
Registrasi Kepabeanan tidak memenuhi persyaratan.

Membuat dan menyampaikan Usulan Persetujuan Permohonan Registrasi
Kepabeanan ke Kasubdit Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan, dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan
memenuhi persyaratan.

Membuat dan menyampaikan MPI-RK, dalam hal usulan persetujuan
permohonan registrasi kepabeanan disertai dengan perbaikan Isian Registrasi
Kepabeanan.

Meneliti dan memberikan paraf pada konsep Lembar NIK.

Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

4.1

42

4.3

4.4

4.5

46

4.7

4.8

4.9
4.10

Menerima data Pengguna Jasa pemohon Registrasi Kepabeanan dari Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Menerima Usulan Persetujuan Permohonan Registrasi Kepabeanan dari
Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan

Menerima MPI-RK dari Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal usulan persetujuan permohonan
registrasi kepabeanan disertai dengan perbaikan Isian Registrasi
Kepabeanan.

Melakukan penelitian kembali terhadap Usulan Persetujuan Permohonan
Registrasi Kepabeanan yang disampaikan oleh Kepala seksi Registrasi
Kepabeanan

Membuat Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (SPP-RK)
melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dalam hal permohonan
Registrasi Kepabeanan ditolak.

Memberi persetujuan pada MPI-RK, dalam hal persetujuan permohonan
Registrasi Kepabeanan disertai dengan perbaikan Isian Registrasi
Kepabeanan.

Menyampaikan MPI-RK ke Petugas Perekam Data Registrasi Kepabeanan
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan untuk proses perekaman perbaikan
data isian Registrasi Kepabeanan.

Membuat persetujuan permohonan Registrasi Kepabeanan ke dalam Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Menandatangani Lembar NIK

Mengirim data Pengguna Jasa yang telah memperoleh NIK kepada
Direktorat P2.



Petugas Perekam Data Registrasi Kepabeanan pada Subdirektorat Registrasi
Kepabeanan :

5.1  Menerima Isian Registrasi Kepabeanan dalam hal terbit MPI-RK melalui
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

5.2 Merekam data perbaikan sesuai MPI-RK ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

Petugas Pengelola Hasil Registrasi Kepabeanan pada Subdirektorat Registrasi
Kepabeanan :

6.1  Mencetak konsep MPI-RK
6.2 Mencetak konsep lembar NIK
6.3 Memindai Lembar NIK

6.4 Menggunggah copy elektronik Lembar NIK ke dalam Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan.

6.5 Mengirim Lembar NIK ke pengguna jasa melalui kiriman pos.

IV. Direktorat Penindakan dan Penyidikan :

1.

2.

Menerima data Pengguna Jasa yang telah memperoleh NIK melalui Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan.

Melakukan profiling dan mendistribusikan data Pengguna Jasa ke dalam sistem
komputerisasi pelayanan.

Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Pengguna Jasa.

DIREKTUR JENDERAL,
ttd .

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001
Salinan Sesuai dengan Aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Imik Eko Putro
NIP 19690508 198912 1 001



LANILUSAIN A
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-21/BC/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

[ Nomor ; ... (1) ... ]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR IDENTITAS KEPABEANAN (NIK)
00.000000 (2)

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Ri Nomor 63/PMK.04/2011 tanggal 30
Maret 2011 tentang Registrasi Kepabeanan, dengan ini diberikan NIK kepada :

Nama Perusahaan R ) I
NPWP Perusahaan D e (4) oo
Alamat Perusahaan D e (5 SR
Nomor Telepon / Faksimili  : .............. B) oo V4 I
Pimpinan / Penanggung Y D £ T [, 9) o
Jawab Perusahaan 2 Lo
K SRR Lo,
A [
B s Lo,
Status Pengguna Jasa : Importir / Eksportir / PPJK / Pengangkut (10)
Dokumen Perizinan :
API . Nomor............. (11) e, [ Tanggal .......... (12) ..........
NP PPJK : Nomor............... (13) e, [ Tanggal .......... (14) ..........
SIUPAL/SIUP : Nomor ............... (15) e [ Tanggai .......... (16) ..........
Catatan :

1. NIK ini digunakan untuk akses kepabeanan dan bersifat pribadi.
2. Penggunaan NIK oleh pihak lain merupakan resiko dan tanggung jawab pemilik NIK.

3. Dengan diterbitkannya NIK ini, maka NIK atas nama pengguna jasa tersebut di atas yang pernah
diterbitkan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, .............. A7) e
Direktur informasi Kepabeanan dan Cukai
u.b.

Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan,

Tembusan :
Direktur Jenderal Bea dan Cukai




Petunjuk Pengisian
Lembar Nomor Identitas Kepabeanan
(Lampiran X)

Angka (1) . Diisi nomor seri Lembar NIK

Angka (2) . Diisi Nomor Identitas Kepabeanan (dua angka pertama merupakan kode
status kegiatan usaha yang teregistrasi dan enam angka terakhir
merupakan nomor akses kepabeanan)

Angka (3) . Diisi nama Pengguna Jasa

Angka (4) :  Diisi NPWP Pengguna Jasa

Angka (5) . Diisi alamat kantor Pengguna Jasa

Angka (6) :  Diisi nomor telepon kantor Pengguna Jasa

Angka (7) . Diisi nomor faksimili kantor Pengguna Jasa

Angka (8) : Diisi nama pimpinan / penanggung jawab sesuai susunan pimpinan /
penanggung jawab Pengguna Jasa, maksimal 5 (lima) orang

Angka (9) :  Diisi jabatan pimpinan / penanggung jawab sesuai susunan pimpinan /
penanggung jawab Pengguna Jasa

Angka (10) . Diisi status kegiatan usaha yang teregistrasi dari Pengguna Jasa

Angka (11) . Diisi nomor API dalam hal Pengguna Jasa merupakan importir *)

Angka (12) . Diisi tanggal AP| dalam hal Pengguna Jasa merupakan importir *)

Angka (13) . Diisi nomor NP PPJK dalam hal Pengguna Jasa merupakan PPJK *)

Angka (14) :  Diisi tanggal NP PPJK dalam hal Pengguna Jasa merupakan PPJK *)

Angka (15) :  Diisi nomor SIUPAL/SIUP dalam hal Pengguna Jasa merupakan
Pengangkut *)

Angka (16) . Diisi tangga! SIUPAL/SIUP dalam hal Pengguna Jasa merupakan
Pengangkut *)

Angka (17) :  Diisi tanggal diterbitkannya NIK

Angka (18) . Diisi nama pejabat Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan

Angka (19) . Diisi NIP pejabat Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan

Keterangan :

*)  Baris ini hanya muncul sesuai jenis Pengguna Jasa yang teregistrasi. Dalam hal
Pengguna Jasa merupakan Eksportir maka baris Dokumen Perizinan tidak muncul sama
sekali.

Salinan Sesuai dengan Aslinya, DIREKTUR JEN DERAL,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b. ttd.

Kepala Bagian umum

AGUNG KUSWANDONO
g NIP 19670329 199103 1 001

Imik Eko Putro
NIP 19690508 198912 1 001



LAMPIRAN XI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-21/BC/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA ~ 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA — 10002
TELEPON (021} 4890308 FAKSIMILI (021) 4753411 SITUS www.beacukai.go.id

Nomor DS (... BCYRK..(2)... L 3).......
Sifat . Biasa
Hal . Pemberitahuan Penolakan Permohonan
............ 4).c.cen.
Yth. Pimpinan .............. () IO

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tanggal 30
Maret 2011 tentang Registrasi Kepabeanan, dengan ini disampaikan bahwa permohonan

....................... (6).........en.......... Yang diajukan oleh :
Nama Perusahaan e (7)o
NPWP PPt (8)ee e
Alamat s (D)
tidak dapat kami setujui, untuk jenis kegiatan Registrasi Kepabeanan :
l:] Importir, dengan alasan ............c.ccoceeeevniinenne.. (10) e,
l:] Eksportir, dengan alasan ...............c.cccceeeveneene... (1)
[ ] PPUK, dengan alasan ...............oococorr.. (12) oo
l:] Pengangkut, dengan alasan ..................c...c........ (13) e

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan registrasi kepabeanan melalui
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan pada laman http://www.beacukai.go.id atau melalui
Kantor Pabean tyang ditetapkan untuk melayani permohonan Registrasi Kepabeanan secara
manual. dengan perbaikan sebagaimana tersebut di atas.

Direktur

u.b.
Kepala Subdirektorat Registrasi
Kepabeanan,
Ttd
......................... (14).............
NIP i (15)...ceeinnn

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan .



Petunjuk Pengisian
Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan

(Lampiran XI)

. Diisi nomor surat keluar untuk penomoran SPP-RK

Angka (1)
Angka (2) : Diisi tahun surat
Angka (3) : Diisi tanggal, bulan, tahun
Angka (4) : a. Diisi “Registrasi Kepabeanan” dalam hal pemberitahuan penolakan atas
permohonan pengajuan Registrasi Kepabeanan
b. Diisi “Perubahan Data Registrasi Kepabeanan” dalam hal pemberitahuan
penolakan atas permohonan pengajuan perubahan data Registrasi
Kepabeanan
Angka (5) : Diisi nama dan alamat perusahaan
Angka (6) : a. Diisi “Registrasi Kepabeanan” dalam hal pemberitahuan penolakan atas
permohonan pengajuan Registrasi Kepabeanan
b. Diisi “Perubahan Data” dalam hal pemberitahuan penolakan atas
permohonan pengajuan perubahan data Registrasi Kepabeanan
Angka (7) : Diisi nama perusahaan
Angka (8) : Diisi NPWP perusahaan
Angka (9) : Diisi alamat perusahaan
Angka (10) : Diisi alasan penolakan registrasi kepabeanan bagi perusahaan importir
Angka (11) : Diisi alasan penolakan registrasi kepabeanan bagi perusahaan eksportir
Angka (12) : Diisi alasan penolakan registrasi kepabeanan bagi perusahaan PPJK
Angka (13) : Diisi alasan penolakan registrasi kepabeanan bagi perusahaan Pengangkut
Angka (14) : Diisi nama Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan
Angka (15) : Diisi NIP Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan
Salinan Sesuai dengan Aslinya, DIREKTUR JENDERAL
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b. ttd.
Kepala Bagian umum
AGUNG KUSWANDONO

NIP 19670329 199103 1 001

Imik Eko Putro
NIP 19690508 198912 1 001



LAMPIRAN XII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-21/BC/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

JALAN JENDERAL A. YANi JAKARTA — 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA - 10002
TELEPON (021) 4890308 FAKSIMILI (021) 4753411 SITUS www.beacukai.go.id

Nomor DS LL.(M....BCYRK..2)... . 3).......
Sifat . Biasa :

Hal . Pemberitahuan Perubahan Data

Yth. Pimpinan ............... 4).............

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesian Nomor
63/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Registrasi Kepabeanan dan
..................... (5)eeeeiieiiiiiieiieieeieen.., kami telah melakukan perubahan data isian
Registrasi Kepabeanan atas nama :

Nama Perusahaan e () P
Alamat e (T
NPWP e (8) e

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Direktur

u.b.
Kepala Subdirektorat Registrasi
Kepabeanan,
........................... (=) I
NIP i, (10).ceieeiinn,

Tembusan :
Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai



Petunjuk Pengisian
Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan

(Lampiran XIl)

Angka (1) : Diisi nomor surat keluar untuk penomoran SPPD

Angka (2) . Diisi tahun surat

Angka (3) : Diisi tanggal, bulan, tahun

Angka (4) . Diisi nama dan alamat perusahaan

Angka (5) : Diisi dasar perubahan data Registrasi Kepabeanan
Angka (6) : Diisi nama perusahaan

Angka (7) : Diisi NPWP perusahaan

Angka (8) : Diisi alamat perusahaan

Angka (9) : Diisi nama Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan

Angka (10) : Diisi NIP Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001
Salinan Sesuai dengan Aslinya,
‘Sekretaris Direktorat Jenderal

' §690508 1989121 001



LAMPIRAN XIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-21/BC/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

TATA KERJA PERUBAHAN DATA REGISTRAS!I KEPABEANAN
SECARA DALAM JARINGAN (ONLINE)

Pengguna Jasa :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Login ke Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan melalui laman Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai di alamat http.//www.beacukai.go.id dengan menggunakan user id dan
password yang telah diterima

Memilih menu Perubahan Data Registrasi Kepabeanan pada Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

Mengisi Formulir Isian Registrasi Kepabeanan dan mengirimkan Isian Registrasi
Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Menerima respon penolakan Isian Registrasi Kepabeanan, dalam hal Isian Registrasi
Kepabeanan tidak memenuhi syarat validasi dan Pengguna Jasa dapat mengisi kembali
Formulir Isian Registrasi Kepabeanan.

Menerima Bukti Pengiriman Isian Registrasi Kepabeanan (BPI-RK) melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal Isian Registrasi Kepabeanan memenuhi
syarat validasi.

Menyerahkan salinan dokumen sebagaimana yang tercantum dalam BPI-RK kepada
Subdit Registrasi Kepabeanan melalui cara penyampaian yang telah ditetapkan.

Menerima Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan (TTP-RK) melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal salinan dokumen telah diterima secara
lengkap dan jelas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal
BPI-RK.

Menerima Tanda Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan (TPP-RK) melalui
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal salinan dokumen tidak diterima atau
diterima tetapi tidak lengkap dan jelas dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja
setelah tanggal BPI-RK.

Menerima Permintaan Dokumen Tambahan Registrasi Kepabéanan (PDT-RK) melalui
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal diperlukan dokumen tambahan.

Menyerahkan salinan dokumen tambahan sebagaimana yang tercantum dalam PDT-RK
kepada Subdit Registrasi Kepabeanan melalui cara penyampaian yang telah ditetapkan.

Menerima copy elektronik Lembar Nomor ldentitas Kepabeanan (NIK) melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal permohonan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan disetujui dan tedapat perubahan data yang tercantum pada Lembar NIK.

Menerima copy elektronik Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan
(SPPD-RK) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal permohonan
Perubahan Data Registrasi Kepabeanan disetujui dan tidak tedapat perubahan data
yang tercantum pada Lembar NIK

Menerima Lembar NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (SPPD-RK) melalui kiriman pos dan mengarsipkannya.

Menerima Surat Penolakan Permohonan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (SPP-
RK) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal permohonan Registrasi
Kepabeanan ditolak dan Pengguna Jasa wajib mengajukan pemberitahuan kembali
untuk melakukan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan.

Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan :

1.
2.
3.

Menerima Isian Registrasi Kepabeanan dari Pengguna Jasa.
Melakukan validasi atas Isian Registrasi Kepabeanan.

Mengirim respon penolakan Isian Registrasi Kepabeanan ke komputer Pengguna Jasa,
dalam hal Isian Registrasi Kepabeanan tidak memenuhi syarat validasi.

Menerbitkan dan meneruskan BPI-RK ke komputer Pengguna Jasa, dalam hal Isian
Registrasi Kepabeanan memenuhi syarat validasi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

Meneruskan data Pengguna Jasa pemohon perubahan data Registrasi Kepabeanan ke
Petugas Penerima Dokumen Registrasi kepabeanan, dalam hal terdapat salinan
dokumen yang harus diserahkan sesuai yang tercantum pada BPI-RK.

Menerbitkan dan meneruskan TTP-RK ke komputer Pengguna Jasa, dalam hal salinan
dokumen telah diterima secara lengkap dan jelas dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal BPI-RK.

Meneruskan data Isian Registrasi Kepabeanan ke komputer Petugas Analis Registrasi
Kepabeanan.

Menerbitkan dan meneruskan TPP-RK ke komputer Pengguna Jasa, dalam hal salinan
dokumen tidak diterima atau diterima tetapi tidak lengkap dan jelas dalam jangka waktu
10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal BPI-RK.

Menerbitkan dan meneruskan PDT-RK ke komputer Pengguna Jasa, dalam hal
diperlukan dokumen tambahan.

Meneruskan data Pengguna Jasa pemohon perubahan data Registrasi Kepabeanan ke
komputer Petugas Penerima Dokumen Registrasi Kepabeanan.

Meneruskan data Isian Registrasi Kepabeanan ke komputer Petugas Analis Registrasi
Kepabeanan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal PDT-RK, dalam hal dokumen
tambahan telah diterima secara lengkap dan jelas maupun tidak terdapat salinan
dokumen tambahan yang diterima.

Meneruskan Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan dari Petugas Analis
Registrasi Kepabeanan ke komputer Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan.

Menerbitkan dan meneruskan Surat Penolakan Permohonan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (SPP-RK) ke komputer Pengguna Jasa, dalam hal Kepala Seksi Registrasi
Kepabeanan menolak permohonan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan.

Meneruskan Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan ke komputer Kasubdit
Registrasi Kepabeanan, dalam hal Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan menyetuijui
perubahan data Registrasi Kepabeanan.

Menerima respon persetujuan Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan dari
komputer Kasubdit Registrasi Kepabeanan sebagai persetujuan atas permohonan
Perubahan Data Registrasi Kepabeanan.

Menerbitkan konsep Lembar NIK, dalam hal permohonan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan disetujui dan tedapat perubahan data ada Lembar NIK.

Menerbitkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (SPPD-RK),

dalam hal permohonan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan disetujui dan tidak
tedapat perubahan data yang tercantum yang tercantum ada Lembar NIK.

Meneruskan copy elektronik Lembar NIK ke komputer Pengguna Jasa.

Meneruskan copy elektronik Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (SPPD-RK) ke komputer Pengguna Jasa.

Menerbitkan dan meneruskan Surat Penolakan Permohonan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (SPP-RK) ke komputer Pengguna Jasa, dalam hal Kasubdit Registrasi
Kepabeanan menolak permohonan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan.

Mengirim data Pengguna Jasa ke Direktorat Penindakan dan Penyidikan.

lil. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai :

1.

Petugas Penerima Dokumen Registrasi Kepabeanan pada Subdirektorat Registrasi
Kepabeanan :

1.1 Menerima data Pengguna Jasa pemohon perubahan data Registrasi
Kepabeanan dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal terdapat
salinan dokumen yang harus diserahkan sesuai yang tercantum pada BPI-RK.

1.2 Menerima dan merekam daftar salinan dokumen yang telah diterima dari
Pengguna Jasa ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

1.3 Mengadministrasikan salinan dokumen yang diterima dari Pengguna Jasa untuk
keperluan penelitan administrasi oleh Petugas Analis Registrasi Kepabeanan.

1.4 Menerima data Pengguna Jasa pemohon perubahan data Registrasi
Kepabeanan dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal terdapat



1.5

1.6

permintaan salinan dokumen tambahan oleh Petugas Analis Registrasi
kepabeanan sesuai yang tercantum pada PDT-RK.

Menerima dan merekam daftar salinan dokumen tambahan yang telah diterima
dari Pengguna Jasa ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Mengadministrasikan salinan dokumen tambahan yang telah diterima dari
Pengguna Jasa untuk keperluan penelitian administrasi oleh Petugas Analis
Registrasi Kepabeanan.

Analis Registrasi Kepabeanan pada Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Menerima data Isian Registrasi Kepabeanan dari Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

Meminta saiinan dokumen yang telah disampaikan Pengguna Jasa kepada
Petugas Penerima Dokumen Registrasi Kepabeanan.

Melakukan penelitian administrasi dan menganalisis Isian Registrasi
Kepabeanan, data referensi yang diterbitkan instansi terkait dan salinan dokumen
yang telah disampaikan Pengguna Jasa.

Meminta dokumen tambahan yang diperlukan kepada Pengguna Jasa dengan
cara merekam daftar dokumen tambahan tersebut ke dalam Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan.

Melakukan penelitian administrasi dan menganalisis Isian Registrasi Kepabeanan
dengan salinan dokumen tambahan yang telah disampaikan Pengguna Jasa.
Membuat dan menyampaikan Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan ke
Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

Kepala Seksi pada Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

Menerima Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan dari Petugas Analis
Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Menelaah Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan.
Membuat Surat Penolakan Permohonan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan

(SPP-RK) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal
permohonan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan ditolak.

Menyampaikan Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan ke Kasubdit
Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam
hal permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan disetujui.

Meneliti dan memberikan paraf pada konsep Lembar NIK atau Surat
Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (SPPD-RK).

Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

41

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Menerima data Pengguna Jasa pemohon perubahan data Registrasi
Kepabeanan dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Menerima Usulan lIsian Registrasi Kepabeanan Perubahan dari Kepala Seksi
Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan

Melakukan penelitian kembali terhadap Usulan Isian Registrasi Kepabeanan
Perubahan yang disampaikan oleh Kepala seksi Registrasi Kepabeanan

Membuat Surat Penolakan Permohonan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan
(SPP-RK) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dalam hal permohonan
perubahan data Registrasi Kepabeanan ditolak.

Menyetujui Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan sebagai persetujuan atas permohonan
Perubahan Data Registrasi Kepabeanan.

Menandatangani Lembar NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data
Registrasi Kepabeanan (SPPD-RK), dalam hal permohonan Perubahan Data
Registrasi Kepabeanan disetujui.

Mengirim data Pengguna Jasa kepada Direktorat P2.



5. Petugas Pengelola Hasil Registrasi Kepabeanan pada Subdirektorat Registrasi
Kepabeanan :

5.1  Mencetak konsep lembar NIK atau konsep Surat Pemberitahuan Perubahan Data
Registrasi Kepabeanan (SPPD-RK).

5.2 Memindai Lembar NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (SPPD-RK).

5.3 Menggunggah copy elektronik Lembar NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan
Data Registrasi Kepabeanan (SPPD-RK) ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

5.4 Mengirim Lembar NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (SPPD-RK) ke Pengguna Jasa melalui kiriman pos.

IV. Direktorat Penindakan dan Penyidikan :

1. Menerima data Pengguna Jasa melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

2. Melakukan profiling dan mendistribusikan data Pengguna Jasa ke dalam sistem
komputerisasi pelayanan.

3. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Pengguna Jasa.

DIREKTUR JENDERAL,
ttd .

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001
Salinan Sesuai dengan Aslinya,
+=Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

i Bagian Umum

19690508 198912 1 001



LAMPIRAN XIV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-21/BC/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

TATA KERJA PERUBAHAN DATA REGISTRASI KEPABEANAN
SECARA MANUAL

Eksportir :

1.

10.

11.

12.

Mengajukan permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan secara manual
melalui Kantor Pabean yang ditetapkan Kantor Wilayah untuk melayani registrasi
kepabeanan secara manual, dengan cara mengisi Formulir Isian Registrasi Kepabeanan.
Menyerahkan Isian Registrasi Kepabeanan beserta salinan dokumen terkait perubahan
ke Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan perubahan data Registrasi
Kepabeanan secara manual dan mengarsipkannya.

Menerima Tanda Terima Berkas Registrasi Kepabeanan (TTB-RK) dari Kepala Kantor
Pabean tempat mengajukan permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan
secara manual dan mengarsipkannya.

Menerima hasil cetak respon penolakan Isian Registrasi Kepabeanan melalui Kantor
Pabean tempat mengajukan permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan
secara manual, dalam hal Isian Registrasi Kepabeanan tidak memenuhi syarat validasi
dan dapat mengisi kembali Formulir Isian Registrasi Kepabeanan.

Menerima hasil cetak Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan (TTP-RK)
melalui Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan perubahan data Registrasi
Kepabeanan secara manual dan mengarsipkannya.

Menerima hasil cetak Tanda Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan (TPP-
RK) melalui Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan perubahan data Registrasi
Kepabeanan secara manual dan mengarsipkannya.

Menerima hasil cetak Permintaan Dokumen Tambahan Registrasi Kepabeanan (PDT-
RK) melalui Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan perubahan data Registrasi
Kepabeanan secara manual, dalam hal diperlukan dokumen tambahan.

Menyerahkan salinan dokumen tambahan sebagaimana yang tercantum dalam PDT-RK
ke Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan perubahan data Registrasi
Kepabeanan secara manual

Menerima softcopy dan / atau hasil cetak Lembar Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)
melalui Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan perubahan data Registrasi
Kepabeanan secara manual, dalam hal permohonan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan disetujui dan tedapat perubahan data yang tercantum pada Lembar NIK.

Menerima soffcopy dan / atau hasil cetak Surat Pemberitahuan Perubahan Data
Registrasi Kepabeanan (SPPD-RK) melalui Kantor Pabean tempat mengajukan
permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan secara manual, dalam hal
permohonan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan disetujui dan tidak tedapat
perubahan data yang tercantum pada Lembar NIK

Menerima Lembar NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (SPPD-RK) melalui kiriman pos dan mengarsipkannya.

Menerima Surat Penolakan Permohonan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (SPP-
RK) melalui Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan perubahan data Registrasi
Kepabeanan secara manual, dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan ditolak dan
Eksportir wajib mengajukan pemberitahuan kembali untuk melakukan Perubahan Data
Registrasi Kepabeanan.

Kantor Pabean Yang Melayani Registrasi Kepabeanan Secara Manual :

1.

2.

Menerima Isian Registrasi Kepabeanan secara manual dan salinan dokumen terkait
perubahan dari eksportir.

Menerbitkan dan menyerahkan TTB-RK kepada eksportir.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Login ke Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan melalui laman Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai di alamat htip.//www.beacukai.go.id dengan menggunakan user Kantor
Pabean tempat mengajukan permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan
secara manual.

Merekam data TTB-RK ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Memilih menu Perubahan Data Registrasi Kepabeanan pada Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

Merekam dan mengirim data Isian Registrasi Kepabeanan yang diterima dari eksportir
melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah
tanggal TTB-RK.

Menerima dan menyampaikan respon penolakan Isian Registrasi Kepabeanan kepada
eksportir, dalam hal Isian Registrasi Kepabeanan tidak memenuhi syarat validasi.
Mengirim salinan dokumen yang diwajibkan ke Subdit Registrasi Kepabeanan paling
lama 1 (satu) hari kerja setelah tanggal TTB-RK melalui cara penyampaian yang telah
ditetapkan.

Menerima TTP-RK melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal salinan
dokumen telah diterima secara lengkap dan jelas dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal TTB-RK.

Menyampaikan hasil cetak TTP-RK dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan kepada
eksportir.

Menerima TPP-RK melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal salinan
dokumen tidak diterima atau diterima tetapi tidak lengkap dan jelas dalam jangka waktu
10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal BPI-RK.

Menyampaikan hasil cetak TPP-RK dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan kepada
eksportir.

Menerima PDT-RK melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal diperlukan
dokumen tambahan.

Menyampaikan hasil cetak PDT-RK dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan kepada
eksportir.

Menerima salinan dokumen tambahan sebagaimana yang tercantum dalam PDT-RK dari
Eksportir.

Mengirim salinan dokumen tambahan ke Subdirektorat Registrasi Kepabeanan, Kantor
Pusat DJBC melalui cara penyampaian yang telah ditetapkan.

Menerima copy elektronik Lembar NIK melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan,
dalam hal permohonan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan disetujui dan tedapat
perubahan data yang tercantum pada Lembar NIK.

Menyampaikan softcopy dan / atau hasil cetak Lembar Nomor ldentitas Kepabeanan
(NIK) dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan kepada eksportir.

Menerima copy elektronik Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan
(SPPD-RK) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal permohonan
Perubahan Data Registrasi Kepabeanan disetujui dan tidak tedapat perubahan data
yang tercantum pada Lembar NIK.

Menyampaikan softcopy dan / atau hasil cetak Surat Pemberitahuan Perubahan Data
Registrasi Kepabeanan (SPPD-RK) dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan kepada
eksportir.

Menerima Lembar NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (SPPD-RK) melalui kiriman pos dan mengarsipkannya.

Menerima Surat Penolakan Permohonan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (SPP-
RK) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal permohonan Registrasi
Kepabeanan ditolak dan Eksportir wajib mengajukan pemberitahuan kembali untuk
melakukan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan.

lil. Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan :

1.

2.

Menerima rekaman data TTB-RK dari komputer Kantor Pabean yang melayani Registrasi
Kepabeanan secara manual.

Menerima Isian Registrasi Kepabeanan dari komputer Kantor Pabean yang melayani
Registrasi Kepabeanan secara manual.

Melakukan validasi atas Isian Registrasi Kepabeanan.



4. Mengirim respon penolakan Isian Registrasi Kepabeanan ke komputer Kantor Pabean
tempat mengajukan permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan secara
manual, dalam hal Isian Registrasi Kepabeanan tidak memenuhi syarat validasi.

5. Menerbitkan dan meneruskan TTP-RK ke komputer Kantor Pabean tempat mengajukan
permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan secara manual, dalam hal salinan
dokumen telah diterima secara lengkap dan jelas dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal TTB-RK.

6. Meneruskan data Isian Registrasi Kepabeanan ke komputer Petugas Analis Registrasi
Kepabeanan.

7. Menerbitkan dan meneruskan TPP-RK ke komputer Kantor Pabean tempat mengajukan
permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan secara manual, dalam hal salinan
dokumen tidak diterima atau diterima tetapi tidak lengkap dan jelas dalam jangka waktu
10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal TTB-RK.

8. Menerbitkan dan meneruskan PDT-RK ke komputer Kantor Pabean tempat mengajukan
permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan secara manual, dalam hal
diperlukan dokumen tambahan.

9. Meneruskan data Eksportir pemohon perubahan data Registrasi Kepabeanan ke
komputer Petugas Penerima Dokumen Registrasi Kepabeanan.

10. Meneruskan data Isian Registrasi Kepabeanan ke komputer Petugas Analis Registrasi
Kepabeanan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal PDT-RK, dalam hal dokumen
tambahan telah diterima secara lengkap dan jelas maupun tidak terdapat salinan
dokumen tambahan yang diterima.

11. Meneruskan Usulan [sian Registrasi Kepabeanan Perubahan dari Petugas Analis
Registrasi Kepabeanan ke komputer Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan.

12. Menerbitkan dan meneruskan Surat Penolakan Permohonan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (SPP-RK) ke komputer Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan
perubahan data Registrasi Kepabeanan secara manual, dalam hal Kepala Seksi
Registrasi Kepabeanan menolak permohonan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan.

13. Meneruskan Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan ke komputer Kasubdit
Registrasi Kepabeanan, dalam hal Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan menyetujui
perubahan data Registrasi Kepabeanan.

14. Menerima respon persetujuan Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan dari
komputer Kasubdit Registrasi Kepabeanan sebagai persetujuan atas permohonan
Perubahan Data Registrasi Kepabeanan.

15. Menerbitkan konsep Lembar NIK, dalam hal permohonan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan disetujui dan tedapat perubahan data yang tercantum ada Lembar NIK.

16. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (SPPD-RK),
dalam hal dalam hal permohonan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan disetujui dan
tidak tedapat perubahan data yang tercantum pada Lembar NIK.

17. Meneruskan copy elektronik Lembar NIK ke komputer Kantor Pabean tempat
mengajukan permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan secara manual.

18. Meneruskan copy elektronik Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (SPPD-RK) ke komputer Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan
perubahan data Registrasi Kepabeanan secara manual.

19. Menerbitkan dan meneruskan Surat Penolakan Permohonan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (SPP-RK) ke komputer Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan
perubahan data Registrasi Kepabeanan secara manual, dalam hal Kasubdit Registrasi
Kepabeanan menolak permohonan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan

20. Mengirim data Eksportir ke Direktorat Penindakan dan Penyidikan.

IV. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai :

1. Petugas Penerima Dokumen Registrasi Kepabeanan pada Subdirektorat Registrasi
Kepabeanan :

1.1 Menerima data Eksportir pemohon perubahan data Registrasi Kepabeanan
secara manual dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan



1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Menerima dan merekam daftar salinan dokumen yang telah diterima dari Kantor
Pabean tempat mengajukan permohonan perubahan data Registrasi
Kepabeanan secara manual ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Mengadministrasikan salinan dokumen yang diterima dari Kantor Pabean tempat
mengajukan permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan secara manual
untuk keperluan penelitan administrasi oleh Petugas Analis Registrasi
Kepabeanan.

Menerima data Eksportir pemohon perubahan data Registrasi Kepabeanan
secara manual dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal terdapat
permintaan salinan dokumen tambahan oleh Petugas Analis Registrasi
kepabeanan sesuai yang tercantum pada PDT-RK.

Menerima dan merekam daftar salinan dokumen tambahan yang telah diterima
dari Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan perubahan data Registrasi
Kepabeanan secara manual ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Mengadministrasikan salinan dokumen tambahan yang telah diterima dari Kantor
Pabean tempat mengajukan permohonan perubahan data Registrasi
Kepabeanan secara manual untuk keperluan penelitian administrasi oleh Petugas
Analis Registrasi Kepabeanan.

Analis Registrasi Kepabeanan pada Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

2.1

22

2.3

24

2.5

2.6

Menerima data Isian Registrasi Kepabeanan dari Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

Meminta salinan dokumen yang telah disampaikan Kantor Pabean tempat
mengajukan permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan secara manual
kepada Petugas Penerima Dokumen Registrasi Kepabeanan.

Melakukan penelitian administrasi dan menganalisis Isian Registrasi
Kepabeanan, data referensi yang diterbitkan instansi terkait dan salinan dokumen
yang telah disampaikan.

Meminta dokumen tambahan yang diperlukan kepada Eksportir dengan cara
merekam daftar dokumen tambahan tersebut ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

Melakukan penelitian administrasi dan menganalisis Isian Registrasi Kepabeanan
dengan salinan dokumen tambahan yang telah disampaikan.

Membuat dan menyampaikan Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan ke
Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

Kepala Seksi pada Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

Menerima Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan dari Petugas Analis
Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Menelaah Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan.

Membuat Surat Penolakan Permohonan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan
(SPP-RK) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal
permohonan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan ditolak.

Menyampaikan Usulan isian Registrasi Kepabeanan Perubahan ke Kasubdit
Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam
hal permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan disetujui.

Meneliti dan memberikan paraf pada konsep Lembar Nomor NIK atau Surat
Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (SPPD-RK).

Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

4.1

4.2

4.3

Menerima data Eksportir pemohon perubahan data Registrasi Kepabeanan dari
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Menerima Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan dari Kepala Seksi
Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan

Melakukan penelitian kembali terhadap Usulan Isian Registrasi Kepabeanan
Perubahan yang disampaikan oleh Kepala seksi Registrasi Kepabeanan



4.4 Membuat Surat Penolakan Permohonan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan
(SPP-RK) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dalam hal permohonan
perubahan data Registrasi Kepabeanan ditolak.

4.5 Menyetujui Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan sebagai persetujuan atas permohonan
Perubahan Data Registrasi Kepabeanan.

4.6 Menandatangani Lembar NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data
Registrasi Kepabeanan (SPPD-RK), dalam hal permohonan Perubahan Data
Registrasi Kepabeanan disetujui.

4.7 Mengirim data Eksportir kepada Direktorat P2.

5. Petugas Pengelola Hasil Registrasi Kepabeanan pada Subdirektorat Registrasi
Kepabeanan :

5.1  Mencetak konsep lembar NIK atau konsep Surat Pemberitahuan Perubahan Data
Registrasi Kepabeanan (SPPD-RK).

5.2 Memindai Lembar NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (SPPD-RK).

5.3 Menggunggah copy elektronik Lembar NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan
Data Registrasi Kepabeanan (SPPD-RK) ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan,

5.4 Mengirim Lembar NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (SPPD-RK) ke Eksportir melalui kiriman pos.

IV. Direktorat Penindakan dan Penyidikan :

1. Menerima data Eksportir melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

2. Melakukan profiling dan mendistribusikan data Eksportir ke dalam sistem komputerisasi
pelayanan.

3. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Eksportir.

DIREKTUR JENDERAL,
ttd .

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001
Salinan Sesuai dengan Aslinya,
~=Hekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
¥:Bagian Umum

) - Jiko Putro
119690508 198912 1 001



LAMPIRAN XV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-21/BC/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT INFORMAS| KEPABEANAN DAN CUKAI

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA — 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA — 10002
TELEPON (021) 4890308 FAKSIMILI (021} 4753411 SITUS www.beacukai.go.id

Nomor o S-..(1).../BCYORK/...(2)... (3).......
Sifat . Biasa

Hal :  Pencabutan Nomor ldentitas Kepabeanan

Yth. Pimpinan ................ @).............

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesian Nomor
63/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Registrasi Kepabeanan, dengan ini
dinyatakan bahwa :

NIK e (B) e
Nama Perusahaan : ............cccciiiiiiininnnnn. (B) e
Alamat L (T
NPWP e (B) e
dicabut sejak tanggal ........... 9)........,dengan alasan : ................... (10).... i,

Demikian disampaikan untuk dimakiumi.

Direktur

u.b.
Kepala Subdirektorat Registrasi
Kepabeanan,

Tembusan :
Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai



Petunjuk Pengisian
Surat Pencabutan Nomor Identitas Kepabeanan

(Lampiran XV)

Angka (1) : Diisi nomor surat keluar untuk penomoran Surat Pencabutan NIK
Angka (2) : Diisi tahun surat

Angka (3) : Diisi tanggal, bulan, tahun

Angka (4) : Diisi nama dan alamat perusahaan

Angka (5) : Diisi NIK

Angka (6) : Diisi nama perusahaan

Angka (7) : Diisi Alamat perusahaan

Angka (8) : Diisi NPWP perusahaan

Angka (9) : Diisi tanggal pencabutan NIK

Angka (10) : Diisi alasan pencabutan NIK

Angka (11) : Diisi nama Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan

Angka (12) : Diisi NIP Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001
Salinan Sesuai dengan Aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal

agian umum

9690508 198912 1 001



LAMPIRAN XVI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-21/BC/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

JALAN JENDERAL A. YAN] JAKARTA — 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA — 10002
TELEPON (021) 4890308 FAKSIMILI (021) 4753411 SITUS www.beacukai.go.id

Nomor S . (!)..../1BCYORK/...(2)... . 3).......
Sifat : Biasa
Hal . Pemberitahuan Untuk Mengajukan Permohonan

Perubahan Data Registrasi Kepabeanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesian Nomor
63/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Registrasi Kepabeanan dan hasil penelitian
terhadap data Registrasi Kepabeanan, dengan ini disampaikan bahwa terdapat perubahan
data isian Registrasi Kepabeanan atas nama :

Nama Perusahaan . ... ............iiidB)
Alamat PPN ( - ) J P URR

yang belum Saudara beritahukan kepada Subdirektorat Registrasi Kepabeanan — Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Saudara wajib mengajukan permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan
melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabenan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan ini. Apabila dalam jangka waktu
tersebut Saudara tidak mengajukan permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan,
maka kami akan menindaklanjuti dengan pembilokiran NIK.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Direktur

u.b.
Kepala Subdirektorat Registrasi
Kepabeanan,
........................... (8)eeeiiin,
NIP e, [£°) IO

Tembusan :
Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai



Angka (1)

Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)

Angka (9)

Petunjuk Pengisian
Surat Pencabutan Nomor Identitas Kepabeanan

(Lampiran XVI)

. Diisi nomor surat keluar untuk penomoran Surat Pemberitahuan untuk
Mengajukan Perubahan Data registrasi Kepabeanan

. Diisi tahun surat

. Diisi tanggal, bulan, tahun

. Diisi nama dan alamat perusahaan

. Diisi nama perusahaan

: Diisi alamat perusahaan

: Diisi NPWP perusahaan

. Diisi nama Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan

: Diisi NIP Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.

AGUNG KUSWANDONO

NIP 19670329 199103 1 001

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

iko Putro
19690508 198912 1 001



LAMPIRAN XVII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-21/BC/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

TATA KERJA PENELITAN DATA REGISTRASI KEPABEANAN
PENGGUNA JASA YANG TELAH MEMILIKI NIK

Unit Internal DJBC / Instansi Terkait Diluar DJBC / Sumber Lain :

1.

Mengirim informasi / data dan / atau dokumen terkait data Registrasi Kepabeanan
Pengguna Jasa yang telah memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) melalui
Sistem Aplikasi Registrasi kepabeanan maupun cara penyampaian lainnya.

Pengguna Jasa

1.

Menerima copy elektronik Surat Pemberitahuan untuk mengajukan permohonan
perubahan data Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi registrasi
Kepabeanan.

Menerima soffcopy dan / atau hasii cetak Surat Pemberitahuan untuk mengajukan
permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan dari Kantor Pabean tempat
Eksportir melakukan Registrasi Kepabeanan secara manual.

Menerima Surat Pemberitahuan untuk mengajukan permohonan perubahan data
Registrasi Kepabeanan melalui kiriman pos.

Menerima copy elektronik Lembar NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data
Registrasi Kepabeanan (SPPD-RK) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
atau Kantor Pabean tempat Eksportir meiakukan Registrasi Kepabeanan secara
manual.

Menerima Lembar NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (SPPD-RK) melalui kiriman pos.

Mengarsipkan surat pemberitahuan untuk mengajukan permohonan perubahan data
Registrasi Kepabeanan atau Lembar NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data
Registrasi Kepabeanan (SPPD-RK).

Sistem Aplikasi Registrasi Kepabheanan :

1.

2.

Meneruskan database Registrasi Kepabeanan Pengguna Jasa yang telah memiliki
NIK ke komputer Petugas Analis Database Registrasi Kepabeanan.

Meneruskan informasi dan / data terkait data Registrasi Kepabeanan Pengguna Jasa
yang telah memiliki NIK ke komputer Petugas Analis Database Registrasi
Kepabeanan, dalam hal informasi dan / data terkait disampaikan melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Menerbitkan dan meneruskan Usulan Penelitian Lapangan ke komputer Kepala Seksi
Registrasi Kepabeanan, dalam hal Petugas Analis Datfabase Registrasi Kepabeanan
perlu melakukan penelitian mendalam melalui penelitian lapangan.

Meneruskan penolakan atas Usulan Penelitian Lapangan ke komputer Petugas
Analis Database Registrasi Kepabeanan, dalam hal Kepala Seksi Registrasi
Kepabeanan tidak menyetujui Usulan Penelitian Lapangan.

Meneruskan persetujuan atas Usulan Penelitian Lapangan ke komputer Kasubdit
Registrasi Kepabeanan, dalam hal Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan menyetujui
untuk dilakukan penelitian lapangan.

Meneruskan penolakan atas Usulan Penelitan Lapangan ke komputer Petugas
Analis Database Registrasi Kepabeanan, dalam hal Kasubdit Registrasi Kepabeanan
tidak menyetujui Usulan Penelitian Lapangan.



7.

10.

1.

Meneruskan respon persetujuan atas Usulan Penelitian lapangan ke komputer
Petugas Pengelola Hasil Registrasi dan melakukan proses berikut, dalam hal
Kasubdit Registrasi Kepabeanan menyetujui untuk dilakukan penelitian lapangan oleh
Petugas Peneliti Lapangan Direktorat IKC :

a. Menerbitkan konsep Surat Tugas penelitian lapangan pada komputer Petugas
Pengelola Hasil Registrasi.

b. Menerima dan meneruskan rekaman data Surat Tugas penelitian lapangan ke
komputer Petugas Analis Database Registrasi Kepabeanan.

¢. Meneruskan respon persetujuan Laporan Hasil Penelitian Lapangan ke komputer
Kasubdit Registrasi, dalam hal Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan menyetujui
Laporan Hasil Penelitian Lapangan.

d. Meneruskan respon persetujuan Laporan Hasil Penelitian Lapangan ke komputer
Petugas Perekam Data Registrasi Kepabeanan, dalam hal Kasubdit Registrasi
Kepabeanan menyetujui untuk perekaman Laporan Hasil Penelitian Lapangan.

e. Meneruskan data Pengguna Jasa yang terkena penelitian lapangan ke komputer
Petugas Perekam Data Registrasi Kepabeanan.

f. Meneruskan rekaman data Laporan Hasil Penelitian Lapangan ke komputer
Petugas Analis Database Registrasi Kepabeanan

Meneruskan respon persetujuan Usulan Penelitian lapangan ke komputer Kanwil /
KPU Bea dan Cukai dan melakukan proses berikut, dalam hal Kasubdit Registrasi
Kepabeanan menyetujui untuk dilakukan penelitian lapangan oleh Petugas Peneliti
Lapangan di Kanwil / KPU Bea dan Cukai :

a. Meneruskan data Pengguna Jasa yang terkena penelitian lapangan ke komputer
Kanwil / KPU Bea dan Cukai, Bidang Penindakan dan Penyidikan.

b. Menerima dan meneruskan data Surat Tugas penelitian lapangan yang
diterbitkan oleh Kanwil / KPU Bea dan Cukai ke komputer Subdit Registrasi
Kepabeanan/Petugas Analis Database Registrasi Kepabeanan.

¢. Meneruskan rekaman data Laporan Hasil Penelitian Lapangan yang dilakukan
Petugas Peneliti Lapangan Kanwil / KPU Bea dan Cukai ke komputer Petugas
Analis Database Registrasi Kepabeanan pada Subdit Registrasi Kepabeanan.

Meneruskan data Isian Registrasi Kepabeanan ke komputer Petugas Analis
Database Registrasi Kepabeanan untuk keperluan analisis.

Melakukan proses berikut, dalam hal terkait perubahan data eksistensi, identitas
pengurus dan penanggung jawab perusahaan, Ahli Kepabeanan, Sarana Pengangkut

a. Meneruskan Usulan Pemberitahuan untuk mengajukan permohonan perubahan
data Registrasi Kepabeanan ke komputer Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan.

b. Meneruskan Usulan Pemberitahuan untuk mengajukan permohonan perubahan
data Registrasi Kepabeanan ke komputer Kasubdit Registrasi Kepabeanan.

c. Meneruskan Penolakan atas Usulan Pemberitahuan untuk mengajukan
permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan ke komputer Petugas Analis
Database Registrasi Kepabeanan, dalam hal Kepala Seksi Registrasi
Kepabeanan atau Kasubdit Registrasi Kepabeanan tidak menyetujui Usulan
Pemberitahuan.

d. Menerbitkan konsep Surat Pemberitahuan untuk mengajukan permohonan
perubahan data Registrasi Kepabeanan.

e. Meneruskan copy elektronik Surat Pemberitahuan untuk mengajukan
permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan ke komputer Pengguna
Jasa atau Kantor Pabean tempat Pengguna Jasa melakukan Registrasi
Kepabeanan secara manual.

Melakukan proses berikut, dalam hal tidak terkait perubahan data eksistensi, identitas
pengurus dan penanggung jawab perusahaan, Ahli Kepabeanan, Sarana Pengangkut



. Menerbitkan dan meneruskan Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan ke

komputer Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan.

Menerima dan meneruskan Penolakan atas Usulan Isian Registrasi Kepabeanan
Perubahan beserta alasan penolakan ke komputer Petugas Analis Database
Registrasi Kepabeanan, dalam hal Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan tidak
menyetujui Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan.

Menerima dan meneruskan Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan ke
komputer Kasubdit Registrasi Kepabeanan, dalam hal Kepala Seksi Registrasi
Kepabeanan menyetujui perubahan data Registrasi Kepabeanan.

Menerima dan meneruskan Penolakan atas Usulan Isian Registrasi Kepabeanan
Perubahan beserta alasan penolakan ke komputer Petugas Analis Database
Registrasi Kepabeanan, dalam hal Kasubdit Registrasi Kepabeanan tidak
menyetujui Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan.

Menerbitkan konsep Lembar NIK, dalam hal Usulan Isian Registrasi Kepabeanan
Perubahan disetujui dan tedapat perubahan data yang tercantum ada Lembar
NIK.

Menerbitkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan
(SPPD-RK), dalam hal telah dilakukan perubahan data Isian Registrasi
Kepabeanan dan tidak tedapat perubahan data yang tercantum pada Lembar
NIK.

Meneruskan copy elektronik Lembar NIK ke komputer Pengguna Jasa atau
Kantor Pabean tempat Eksportir melakukan Registrasi Kepabeanan secara
manual.

Meneruskan copy elektronik Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi
Kepabeanan (SPPD-RK) ke komputer Pengguna Jasa atau Kantor Pabean
tempat Eksportir melakukan Registrasi Kepabeanan secara manual.

12. Mengirim data Pengguna Jasa ke Direktorat Penindakan dan Penyidikan.

IV. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai :

1.

Petugas Analis Database Registrasi Kepabeanan pada Subdirektorat Registrasi

Kepabeanan :

1.1 Menerima, mengelola dan menganalisis database Registrasi Kepabeanan
Pengguna Jasa yang telah memiliki NIK dari Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

1.2 Menerima informasi / data dan / atau dokumen terkait data Registrasi
Kepabeanan Pengguna Jasa yang telah memiliki NIK dari unit internal DJBC
atau instansi terkait diluar DJBC atau sumber lainnya.

1.3  Melakukan penelitian dan analisis terhadap database Registrasi Kepabeanan
Pengguna Jasa yang telah memiliki NIK berdasarkan adanya informasi / data
dan / atau dokumen terkait data Registrasi Kepabeanan.

1.4  Mengarsipkan informasi / data dan / atau dokumen terkait, dalam hal tidak
terdapat indikasi perubahan data Isian Registrasi Kepabeanan.

1.5 Melakukan analisis perlu tidaknya dilakukan penelitian mendalam, dalam hal
terdapat indikasi perubahan data Isian Registrasi Kepabeanan.

1.6 Melakukan proses berikut, dalam hal terdapat indikasi perubahan data Isian

Registrasi Kepabeanan dan tidak diperlukan penelitian mendalam :
a. Menganalisis data Isian Registrasi Kepabeanan Pengguna Jasa.

b. Membuat dan menyampaikan Usulan Pemberitahuan untuk mengajukan
permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan ke Kepala Seksi
Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan,



1.7

1.8

1.9

1.10

dalam hal terkait perubahan data eksistensi, identitas pengurus dan
penanggung jawab perusahaan, Ahli Kepabeanan, Sarana Pengangkut.

c. Membuat Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan dan
menyampaikannya ke Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan melalui
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal tidak terkait perubahan
data Isian Registrasi Kepabeanan perubahan data eksistensi, identitas
pengurus dan penanggung jawab perusahaan, Ahli Kepabeanan, Sarana
Pengangkut.

Melakukan proses berikut, dalam hal terdapat indikasi perubahan data Isian
Registrasi Kepabeanan dan diperiukan penelitian mendalam :

a. Membuat dan menyampaikan Usulan Penelitian Lapangan ke Kepala
Seksi Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

b. Menerima Laporan Hasil Penelitian Lapangan melalui Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan dari Petugas Peneliti Lapangan di Direktorat IKC /
Kanwil / KPU Bea dan Cukai.

¢c. Menganalisis data Isian Registrasi Kepabeanan dan Laporan Hasil
Penelitian Lapangan di dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

d. Membuat dan menyampaikan Usulan Pemberitahuan untuk mengajukan
permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan ke Kepala Seksi
Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan,
dalam hal terkait perubahan data eksistensi, identitas pengurus dan
penanggung jawab perusahaan, Ahli Kepabeanan, Sarana Pengangkut.

d. Membuat Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan dan
menyampaikannya ke Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan melalui
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal tidak terkait perubahan
data Isian Registrasi Kepabeanan perubahan data eksistensi, identitas
pengurus dan penanggung jawab perusahaan, Ahli Kepabeanan, Sarana
Pengangkut.

Menerima penolakan atas Usulan Penelitian Lapangan melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal Usulan Penelitian Lapangan
ditolak oleh Kepala Seksi atau Kasubdit Registrasi Kepabeanan.

Menerima penolakan atas Usulan Pemberitahuan untuk mengajukan
permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan, dalam hal Usulan Pemberitahuan ditolak oleh Kepala
Seksi atau Kasubdit Registrasi Kepabeanan.

Menerima penolakan Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan melalui
Sistem Aplikasi Registasi Kepabeanan, dalam hal Usulan Isian Registrasi
Kepabeanan Perubahan ditolak oleh Kepala Seksi atau Kasubdit Registrasi
Kepabeanan.

2. Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan pada Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

2.1

2.2
2.3

24

Menerima Usulan Penelitian Lapangan terhadap Pengguna Jasa yang telah
memiliki NIK dari Petugas Analis Database melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

Menelaah Usulan Penelitian Lapangan.

Membuat penolakan atas Usulan Penelitian Lapangan disertai dengan alasan
penolakan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal Usulan
Penelitian Lapangan ditolak.

Membuat persetujuan dan menyampaikan Usulan Peneltian Lapangan ke
Kasubdit Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan, dalam hal Usulan Penelitian Lapangan disetujui.



2.5

2.6
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2.8

29

2.10

2.1

2.12

2.13

2.14
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Melakukan proses berikut dalam hal Usulan Penelitian Lapangan disetujui
oleh Kasubdit registrasi Kepabeanan dan dilakukan penelitian lapangan
dilakukan oleh Direktorat |IKC :

a. Menerima hasil cetak konsep Surat Tugas penelitian lapangan dari
Petugas Pengelola Hasil Registrasi.

b. Meneliti dan memberikan paraf pada konsep Surat Tugas penelitian
lapangan.

¢c. Menyampaikan konsep Surat Tugas penelitian lapangan ke Kasubdit
Registrasi Kepabeanan.

d. Menerima Laporan Hasil Penelitian Lapangan dari Petugas Peneliti
Lapangan.

e. Memberi persetujuan dan meneruskan Laporan Hasil Penelitian Lapangan
ke Kasubdit Registrasi Kepabeanan,

Menerima data Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan dari Petugas
Analis Database Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan, dalam hal tidak terkait perubahan data lIsian Registrasi
Kepabeanan perubahan data eksistensi, identitas pengurus dan penanggung
jawab perusahaan, Ahli Kepabeanan, Sarana Pengangkut.

Menelaah Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan.

Membuat penolakan atas Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan
disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan, dalam hal tidak menyetujui dilakukan perubahan data Isian
Registrasi Kepabeanan.

Membuat persetujuan dan menyampaikan Usulan Isian Registrasi
Kepabeanan Perubahan ke Kasubdit Registrasi Kepabeanan melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal menyetujui dilakukan perubahan
data isian Registrasi Kepabeanan.

Meneliti dan memberikan paraf pada konsep Lembar NIK atau Surat
Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (SPPD-RK).

Meneruskan konsep Lembar NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data
Registrasi Kepabeanan (SPPD-RK) ke Kasubdit Registrasi Kepabeanan.

Menerima Usulan Pemberitahuan untuk mengajukan permohonan perubahan
data Registrasi Kepabeanan dari Petugas Analis Dafabase melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal terkait perubahan data eksistensi,
identitas pengurus dan penanggung jawab perusahaan, Ahli Kepabeanan,
Sarana Pengangkut.

Membuat penolakan atas Usulan Pemberitahuan untuk mengajukan
permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan disertai dengan alasan
penolakan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal Usulan
Pemberitahuan ditolak.

Membuat persetujuan dan menyampaikan Usulan Pemberitahuan untuk
mengajukan permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan ke
Kasubdit Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan, dalam hal Usulan Pemberitahuan disetujui.

Meneliti, memberikan paraf pada hasil cetak konsep Surat Pemberitahuan
untuk mengajukan permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan dan
meneruskannya ke Kasubdit Registrasi Kepabeanan.

3. Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

3.1

Menerima Usulan Penelitian Lapangan terhadap Pengguna Jasa yang telah
memiliki NIK dari Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan.



3.2
3.3
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3.5

3.6
3.7
3.8

3.9

3.10

3.1

3.12

3.13

3.14

3.16

Meneliti kembali Usulan Penelitian Lapangan.

Membuat penolakan atas Usulan Penelitian Lapangan disertai dengan alasan
penolakan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal Usulan
Penelitian Lapangan ditolak

Membuat persetujuan Usulan Penelitian Lapangan dan meneruskan respon
ke komputer Petugas Pengelola Hasil Registrasi, dalam hal Kasubdit
Registrasi Kepabeanan menyetujui untuk dilakukan penelitian lapangan oleh
Petugas Peneliti Lapangan Direktorat IKC.

a. Menerima hasil cetak konsep Surat Tugas penelitian lapangan yang telah
diparaf oleh Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan.

b. Menerima Laporan Hasil Penelitian Lapangan yang telah disetujui oleh
Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan.

c. Memberi persetujuan pada Laporan Hasil Penelitian Lapangan ke
Petugas Perekam Data Registrasi Kepabeanan, dalam hal Kasubdit
Registrasi Kepabeanan menyetujui untuk perekaman Laporan Hasil
Penelitian Lapangan ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan

Membuat persetujuan Usulan Penelitian lapangan dan meneruskannya ke
Kanwil / KPU Bea dan Cukai melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan,
dalam hal Kasubdit Registrasi Kepabeanan menyetujui untuk dilakukan
penelitian lapangan oleh Petugas Peneliti Lapangan di Kanwil / KPU Bea dan
Cukai.

Menerima data Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan dari Kepala
Seksi Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Melakukan penelitian kembali terhadap Usulan Isian Registrasi Kepabeanan
Perubahan yang telah disetujui oleh Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan.

Membuat penolakan atas Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan
disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan, dalam hal tidak menyetujui dilakukan perubahan data Isian
Registrasi Kepabeanan.

Membuat persetujuan atas Usulan Isian Registrasi Kepabeanan Perubahan
ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal menyetujui
untuk dilakukan perubahan data Isian Registrasi Kepabeanan.

Menerima, meneliti dan menandatangani konsep Lembar NIK atau Surat
Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (SPPD-RK).

Menerima Usulan Pemberitahuan untuk mengajukan permohonan perubahan
data Registrasi Kepabeanan dari Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan
melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan

Membuat penolakan atas Usulan Pemberitahuan untuk mengajukan
permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan disertai dengan alasan
penolakan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal Usulan
Pemberitahuan ditolak.

Membuat persetujuan atas Usulan Pemberitahuan untuk mengajukan
permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan, dalam hal Usulan Pemberitahuan disetujui.
Menandatangani konsep Surat Pemberitahuan untuk mengajukan
permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan.

Mengirim data Pengguna Jasa ke Direktorat Penindakan dan Penyidikan.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai :

4.1

4.2

Menerima konsep Surat Tugas penelitian lapangan yang telah disetujui oleh
Kasubdit Registrasi Kepabeanan.

Menandatangani konsep Surat Tugas Penelitan Lapangan dan
meneruskannya ke Petugas Perekam Data Registrasi.



Petugas Peneliti Lapangan pada Subdirektorat Registrasi Kepabeanan :

5.1 Menerima Surat Tugas penelitian l[apangan.

5.2 Melaksanakan tugas penelitian lapangan Membuat dan menandatangani
Laporan Hasil Penelitian Lapangan.

5.3 Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Lapangan ke Kepala Seksi
Registrasi Kepabeanan.

Petugas Perekam Data Registrasi Kepabeanan pada Subdirektorat Registrasi

Kepabeanan :

6.1  Menerima salinan Surat Tugas penelitian lapangan oleh Direktorat IKC.

6.2 Merekam data Surat Tugas penelitian lapangan ke dalam Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan.

6.3 Menerima data Pengguna Jasa yang telah mendapat Laporan Hasil
Penelitian Lapangan oleh Kasubdit Registrasi Kepabeanan melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

6.4 Melakukan perekaman Laporan Hasil Penelitian Lapangan ke dalam Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan untuk keperluan analisis Petugas Analis
Database Registrasi Kepabeanan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja
sejak tanggal Surat Tugas penelitian lapangan.

Petugas Pengelola Hasil Registrasi Kepabeanan pada Subdirektorat Registrasi

Kepabeanan :

7.1 Menerima data Pengguna Jasa yang terkena penelitian lapangan dari
Kasubdit Registrasi kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

7.2  Mencetak konsep Surat Tugas penelitian lapangan

7.3 Menerima data Pengguna Jasa yang mendapat persetujuan perubahan data
Isian Registrasi Kepabeanan oleh Kasubdit Registrasi Kepabeanan melalui
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

74 Mencetak konsep Surat Pemberitahuan untuk mengajukan permohonan
perubahan data Registrasi Kepabeanan.

7.5 Memindai Surat Pemberitahuan untuk mengajukan permohonan perubahan
data Registrasi Kepabeanan.

7.6 Mengunggah copy elektronik Surat Pemberitahuan untuk mengajukan
permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan.

7.7 Mengirim Surat Pemberitahuan untuk mengajukan permohonan perubahan
data Registrasi Kepabeanan melalui kiriman pos.

7.8 Mencetak konsep Lembar NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data
Registrasi Kepabeanan (SPPD-RK).

7.9 Memindai Lembar NIK atau SPPD-RK

7.10 Mengunggah copy elektronik Lembar NIK atau SPPD-RK ke dalam Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

7.11 Mengirim Lembar NIK atau SPPD-RK kepada Pengguna Jasa melalui kiriman
pos.

V. Kantor Wilayah Bea dan Cukai / KPU Bea dan Cukai ;

1.

Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai / Kepala KPU Bea dan Cukai :
1.1 Menandatangani Surat Tugas penelitian lapangan.

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kanwil Bea dan Cukai / KPU Bea
dan Cukai:

2.1 Menerima permintaan untuk melakukan penelitian lapangan dari Direktorat
Informasi Kepabeanan dan Cukai melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.



2.2 Menerima data Pengguna Jasa yang terkena penelitian lapangan dari Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

2.3 Meneruskan permintaan untuk melakukan penelitian lapangan ke Seksi
Intelijen untuk penyiapan pelaksanaan penelitian lapangan.

24 Memberi paraf pada konsep Surat Tugas penelitian lapangan dan
meneruskannya ke Kepala Kantor Wilayah / Kepala KPU .

2.5 Memberi persetujuan dengan menandatangani Laporan Hasil Penelitian
Lapangan yang telah disetujui oleh Kepala Seksi Intelijen dan meneruskan
untuk perekaman ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

3. Kepala Seksi Intelijen pada Kanwil Bea dan Cukai / KPU Bea dan Cukai :

3.1 Menerima permintaan untuk melakukan penelitian lapangan dari Kepala
Bidang Penindakan dan Penyidikan.

3.2 Membuat konsep Surat Tugas penelitian lapangan dan meneruskannya ke
Kepala Bidang Penindakan dan Penyelidikan.

3.3 Menerima Laporan Hasil Penelitian Lapangan dari Petugas Peneliti Lapangan.

3.4 Memberi persetujuan dengan menandatangani Laporan Hasil Penelitian
Lapangan dan meneruskannya ke Kepala Bidang Penindakan dan
Penyidikan.

3.5 Mengadministrasikan Laporan Hasil Penelitian Lapangan yang telah disetujui
oleh Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan.

4. Petugas Peneliti Lapangan pada Kanwil Bea dan Cukai / KPU Bea dan Cukai :
4.1 Menerima Surat Tugas penelitian lapangan

42 Meiaksanakan penelitian lapangan oleh Petugas Peneliti Lapangan sesuai
yang tercantum pada Surat Tugas penelitian lapangan.

4.3 Membuat Laporan Hasil Penelitian Lapangan dan memberi persetujuan pada
laporan Hasil Penelitian Lapangan.

4.4 Meneruskan Laporan Hasil Penelitian Lapangan ke Kepala Seksi Intelijen.

5. Pelaksana Bidang Penindakan dan Penyelidikan pada Kanwil Bea dan Cukai / KPU
Bea dan Cukai :

5.1  Melakukan perekaman data Surat Tugas penelitian lapangan ke dalam Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

5.2 Melakukan perekaman dan meneruskan Laporan Hasil Penelitian Lapangan
yang telah disetujui oleh Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan ke dalam
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari
kerja sejak tanggal Surat Tugas penelitian lapangan.

VI. Direktorat Penindakan dan Penyidikan :

1. Menerima data Pengguna Jasa melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

2. Melakukan profiling dan mendistribusikan data Pengguna Jasa ke dalam sistem
komputerisasi pelayanan.

3. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Pengguna Jasa.

Salinan Sesuai dengan Aslinya, DIREKTUR JENDERAL,
ekretaris Direktorat Jenderal
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